SALINAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

FPERATURAN WALIKOTA MAKASSBAR
Nomor 61 Tahun 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari

Masyarakat Kota Makassar yang memiliki kedudukan, halk,
kewajiban dan peran vang sama;

.bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-halk Penyandang
Disabilitas yaitu dalam Pasal 19 ayat (4) tentang persyaratan
jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagl penyandang disabilitas,
Pasal 21 tentang Bantuan Modal Usaha, Pasal 25 tentang Tata
Cara Memperoleh Informasi, Pasal 26 sampai dengan Pasal 34
tentang Aksesibilitas, Pasal 37 ayat (2) tentang Tata Cara Untuk
Memperoleh Izin Penyelenggaraan Rchabilitasi, Pasal 38 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Keringanan
Biaya Rehabilitasi , Pasal 39 ayat (4) tentang Pemeliharaan Taral
Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Pasal 50 tentang Tata
Cara Pemberian Penghargaan, Pasal 51 tentang Tim Koordingsi,
Pasal 52 ayat (3) tentang pengawasan independen berbentulk
Komite Daerah Disabilitas, maka perlu diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan hurul b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Makassar tentan Pedoman Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nemor 6 Tahun 2013 tentang
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

. Undang-Undang Nomor 29 Tehun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Nepara (Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor
3344) sebugaimana telah diubah rerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 160, Tambahan Letmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 lentang Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
G, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor
3670);

Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun 1999 ientang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia
Nomor 3886):

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,
Tambahan Lembdrari Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 1entang Perubahin Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yavasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42335);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tatibahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Taluh 2003 tentang Ketenagakerjean
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 19);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negard  Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20056 tenlang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 99, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4333);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gury dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 4674) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54735);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2007
Nomor 66, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4723);

Undang-Undang Nomoet 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Naomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725,

Undang-lIndang MNomor 40 Tahun 2007 iteniang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756]; |

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor |4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,Kecll, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sesial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor
49671,

Undang-Undang Nomor 22 Taliun 2009 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nemor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3059/,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republilk lndonesia Tahun 2009 Nomor 1441,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2011 Nontor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan [Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomior 5234);

Undang-Undang Nomor Nemoar 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembardn Negara
Repubilik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noemor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
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Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Ralyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Balas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-
kabupsaten Gowa, Mdros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomer 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 199] tentang Pendidikan
Luar Biasg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 149]
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3460), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahh Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 3974);

Peraturan Pemerintah Nemor 43 Tahun 1998 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan sosial, Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754),

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 lentang
Perubahan Nama Kola Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar
dalam Wilayah Propinsi Sulawes: Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1299 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Unpdang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 lentang
Barpgunan Gedung [Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 |entang
Penyelenggaraan  Keolahragaan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tabhun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4702);

Peraturan  Pemeriniah Nomor 17 Tehun 2007 tentang
Penvelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran
Neg#dra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor 4703);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinlahan Daeralt
Provinsi dan Pemerintahan Daeralh Kabupaten/Kota [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Neomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomeor 30 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Peluksanaan Kerasama Pacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 4761];

Peraturan Pemerintah Nemior 35 Tahun 2007  tentang
Pendidikkan Apama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476%9);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 lertang Wajb
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4864);

Peraturan Pemerintal 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1),

Peraturan  Pemerintah Nomor 83 Tshun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pembenan Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 214, Tambahan Lembuaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4955,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35105)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057

Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksansan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang
Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembatran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

i



50. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  leniang
Pengelolaan  Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

51. Peraturan Mentleri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakal
[stimewa;

52. Peraturan Menteri Negara Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indeonesia Nomor 10 tahun 2011
tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebuttihan Khusus;

53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di provinsi
Sulawes) Selatan;

54. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Dacrah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2006 );

55. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintabhan Yaneg Menjadi Kewenangan Pemerintah
Koia Makassar (Lembaran Daerah Kota Mdkassar Nomor 2 Tahun
2009 );

56. Pératiiran Dacrahh Kota Makassar Nomotr 4 Tahun 2009 lentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kotn Makassar Nomor 4 Tahun 2009 ),

57. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor & Tahun 2013 tentang
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah
Kota Makassar Nonior 6 Tahun 2013);

58. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penhyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
Nomor 1];

59, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011
tentang Penyelengparagn Pendidilkan Inklusil di Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah’ Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
Nomor 31).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan | PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalatn Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan ;

1;
2.
3.

9.

53_1

10.

L7

12.

13

Kota adalah Kota Makassar,;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daeraly Kota Makassar,

Pemerintah Kota adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Kota Makassar;

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-
perahgkat Pernerintah Kota Makassar vyang bertanggungjawab dalam
pemenuhan hak-hak penyandarng disabilitas di Kota Makassar;

Disabilitas adalah hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan
hngkungan vang menghambat partisipasi penuh dalam mencapal kesetaraan
kesempatan dalam ke¢hidupan dan penghidupan;

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental,
intelektual, ataw scnsorik dalam  jangka walfu lama di mana ketika
berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi
penuly dan efektif merekadalam masyarakal perdasarkan kesetaraan dengan
vang lainnya;

Aksesibilitas adalah kemiudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas
guna mewijudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan;

Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada
penyandang disabilitas untuk mendapatkan keserfipatan yvang sama dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan;

Komunikasi adalah mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi
tanda timbul, cetak besar, multimedia vang dapat diakses maupun bentuk-

bentuk tertulis, audio, plan-language, pembaca-manusia dan bentuk-benfuk,

sarana dan formatl komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya,
termasuk informasi dan teknologl komunikasi vang dapat diakses;
Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah seliap pembedaan, pengecualian,
atan pembatasan alas dasar disabilitas yvang bermaksud atau berdampak
membatasi atay meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas
dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,
sipil atau lainnya, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi vang
beralasan;

Akomodasi yang beralasan adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan
sesuai, dengan tdak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional
atau lidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus terteniu, guna
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesctaraan
dengan vang lainnye;

Penchdikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6
(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantyl pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memililki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang
diselenggarakan pada jaliur fomal, non fomal dan informal;
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Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah
Ibuidaivah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawivah
(SMP/MTs)] dan Sckolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/
Madrasah Alivah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atay Swasia;

Sckolah Luar Biasa vang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan

khusiis adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan
anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus;

Pendidikan Inklusif adalah syslem penyelenggaraan pendidikan  yang
memberikan kesemipatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus
vang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mengikuti pendidikan dan  pembelajaran dalam satu
linglkungan pendidikan secars bersama-sama dengan peserta didik pada
urnumnya di sekolah reguler;

Pendidik adalah tenaga professiondl yang bertugas untuk merencanakan,
meluksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan
perbaikan pengavaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yvang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penvelenggaraan pendidikan;

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karalkteristik,
perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dthandmgkan dengan
perkembangan dan pertumbuhan anak pads umumnya;

Pusal Sumber adalah lembaga yarlg menyclenggarakan layanarn penduloung
pendidikan inklusil yang berasal dar Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga
lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
Guru Pembimbing Khusus adalah guru vang bertugas mendampingi di sekolah
penvelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani
peserta didik berkebutuhan khusus;

Kurikulum adalah seperangkat rehicana darn pengaturan mengenai tujuan, isi
dary bahan pelajaran serta cara vang dipunakan sehbagdi pedoman
penyelengoaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu;

Keschatan adalah keadaan sejahtera [isik, jiwa dan sosial yang memungkinkan

setiap orang hidup produktil secara sosial dan ekonormi,

Pelayanan kesehalan adalah segala kegiglan yvang diberikan kepada seseorang
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan
lainnya dii Rumah Sakit Umum Daerah, Pusal Keschatan Masyarakat
[PUERT:SH’HE} dan | _1,1.'11111 gannya;

Pelayanan adalah jasa vang diberikan cleh Pemerintah Kota dalam segala
bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan,
perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, pelayanan publik;
Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan vang diberikan kepada
penyandang disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan  kebutuhan
kedisabilitasannya;

Rumah Sakit Umum Daerah vang selanjuinya disingkat RSUD adalah Rumah
Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daeral yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Makassar;

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjuinya disingkat Puskesmas adalah
instalasi keschalan milik Pemerintah Kota Makassdar beserla jaringannya vang
meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling;

Pusat kesehafan masvarakat pembantu yang selanjuinya disingkat Pustu
addlah fasilitas/sarana Pelavanan keschatan rawat jalan;
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Puskesmas Keliling adalah pelavanan kesehatan oleh puskesmas dengan
mengeunakan sarana kendaragn roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan
sarana transportas) lamnnys;

Penduduk Kota adalah Penduduk yang bertempat finggal tétap dalam Kola
Makassar dan memilikl Kartu Tanda Penduduk arau Kartu keluarga;

Penduduk Luar Kota adalah penduduk vang tidak bertempat tinggal tetap
dalam Kota Makassar;

Derajatl kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya kedisabilitasan yang

disandang seseorang;

Rehabilitasi adalab proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untul
memungkinkan penyandang  disabilitas  mampu  melaksanakan  fungsi
susialnyve secara wajar dalam kehidupan bemasvaralkat;

Rehabilitast Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan
terpada mclalul tindakan medik agar petivaridang disabilitas dapat mencapai
kemampuan fungsionalnya semalksimal mungking

Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh
dan terpadu melalul proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas
dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan
kemampuannysa,

Rehabilitasi F’#:Iﬂnhan adalah kegiatan pelayanan pelalihan secara utuh dan
terpadu agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai
dengan bakat minat dan kemampuannya;

Rehabilitasi Sosial adalah proses relungsionalisasi dan pengembangan untulk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar dalam kehidupan masyarakat;

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah lerpenuhinya kebutuhan
dasar hidup secara layak dan manusiawi;

Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungl hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat
hidup; tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daii diskriminasi;
Kesejahteraan adalah  kondisi terpenubinya kebuluhan dasar ckonomi/
materal, spiritual, dan sostal penyandang disabilitas agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakian lungsi
snsialnya,

Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang
disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat
meningkatkan taral kesejahteraan sosialnya;

Pemelibaraan Taral Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan
pelavanan yang berslfal terus menerus dgar penyandang disabilitas dapat
mewujudkan taral hidup yang wajar;

Pemberdayaan penvandang disabilitas adalah semua upava yvang diarahkan
untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial
mempunyal daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang lavalk;

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sesial atau perkumptlan
sosial vyang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial vang
dibenluk oleh masyarakat, baik vang berbadan hukum maupun vang tdak
berbadan hukum;
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a8,

49,

D).

93.

b3,

56,

Perusahaan adalal setiap bentuk usaha vang berbadan hukum atau tidak
vang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencan keuntungan atau tidak,
milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta
mavupun milik Negara:

Pengusaha adalah .

a. orang perseorangarn, persekuluan, atau badan hukum vang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang persearangan, persckutuan, atau badan hukum yang
secara berdinl sendirn menjalankan perusahaan bukan miliknyy;

C. orang perseorangan, persckutuan, atau badan hukum vang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimmana dimaksud pada hurul a dan
huruf b vang berkedudukan di luar wilavah Indonesia.

Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal
vang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun vang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya,badan usaha milik negara (BUMN] atau daerah (BUMD)
dengan nama dan dalant bentuk apgpun, fima, kongsi, koperasi, yayasan,
persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial pelitik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk wusaha tetap dan bentuk badan
lemnya;

Penvandang disabilitas perempuan dan penvandang disabilitas anak korban

kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan

atau penderitaan baik langsung mauptn tidak langsung sebagai akibat dan
kekerasan;

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perempuan adalaly segala

kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilsakukan oleh

pihak kepolisian, kejaksaran, penpadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yvang
mengetahul atau mendengar akan atay telah terjadi kekerasan terhadap
penyandang disabilitas perempuan;

Perlindungan penyandang disabilitas anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungl anak dan hak-haknya agar dapal hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi;

Pelayanan adalah tindakan vang dilakukan sesegera mungkin kepada

penyandang disabilitas perempuan dan penyvandang disabilitas anak ketika

melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya
kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penvandang
disabilitas anak;

Pendamping adalah orahg atsu perwakilan dari lembaga vang mempunyai

keahlian melakukan pendampingan penyandang disabilitas perempuan dan

penyandang disabilitas anak untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi
guna penguatan dan pemulihan diri penvandang disabilitas perempuan dan
penyandang disabilitas anak kerban kekerasan;

Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenapgan untuk

menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara

vang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan;

Penunhtutan adalah tindakan penuniut umum untuk melimpahkan perkara ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang dengan permintaan supayva diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan;
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B2,

B3,

4.

Organisasi Penvandang Disabilitas adalah organisasi yang pengurusnya terdiri
atas penyvandang disabilltes, Ketuanya adalah seorang penyandang disabilitas
yang anggots-anggotativa adalah indmidu-individu  penvandang disabilitas
atau organisasi-organisasi penvandang disabilitas lainnya, memililki Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan terdaftar di Pemennilah Kola maupun
Pemerintah Provinsi.

Penilaian kebutuhan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi,
menganalisis, menafsirkan dan merekomendasikan informasi/data tentang
kebutuhan individu Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagal bahan
pertimbangan untuk menentukan ketepatan jenis, tingkat, bidang serta aspek
lavanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak —hak Penyandang Disabilitas.
Jenis kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penyandang
Disabilitas agar dapat menikmafti hak-haknya.

Tingka! kebutuhart adalah kaddr, frekuensi, dan intensitas kebutuhan
individu Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhannya.

Tim penilal kebutuhan adalah tim yang bertugas melakukan penilaian
kebutuhan penvandang disabilitas,

Masyvarakal adalah perscorangan, kelompok, dan organisasi sosial danfatau
organisasi kemasyarakatan;

Orangtua adalah dyah danj/atlau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayvah dan/atau ibu angkat;

Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam gans lurus ke
atas aldu ke bawah dan garis menyamping sampai derajat Ketigd, atan yang
mempunyal hubungan perkawinan, atau orang vang menjadi tanggungan.

BAB 11
TUJUAN PEDOMAN TEEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 2

Tujuan pedoman teknis pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyvandang disabilitas
adaial :

.

Setiap SKPD berusaha meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung
jawab pemerintah kota, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan
hak-halk penvandang disabilifas secara melembaga dan berkelanjutan dan
meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.
Memudahkan koordinasi antar SKPD dalam menetapkan program
pemenuhan hak-hak penvandang disabilitas sesual tugas pokok dan
fungsinya masing-masing;

Mencegah (lerjadinya lumpang tindih program antar SKPD dalam rangka
pemenuhan hak-hak penvandang disabilitas;

Mempercepal implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun
2013 Tentang Pemenuhan Hak-Tak Penyandang Disabilitas;

Memastikan dan memaniau penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan
pemajuan ‘hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan dengan baik di
Kota Makassar;

Mengembangkan konsep penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan
pemajuan hak Penyvandang Disabilitas dalam tataran kebijakan; dan
Menvebarluaskan paradigma baru dalam upaya penghormatarn, perlindungari,
pﬁmen‘uhan dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas.

Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan
pelayanan publik;
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(1)

(2)

(1)

(2]

(3)

Membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penvandang
disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan,
kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan
bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dan masyarakal dalam penyediaan
infrastrukiur baik bangundan maupun lingkungan agar terwujud fasilitas dan
aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan ;

Meningkatkan kesadaran bailk Pemerintah Kota dan masyarakat akan
pentingnya aksesibililus yang standard dengan peraturan perundang-
undangan,

Mewlijudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yvang ramah
bagi semua orang, termasuk penyvandang disabilitas, lansia, (bu hamil dan
anal-analk;

Lingkup Pedomah Teknis ini meliputi asas, penerapan persyaratan, dan
persvaratan  telnis  fasilitas dan  aksesibilitas bangunan gedung dan
lingkungan,

Pasal 3

Sasardn pementthan hak-hak penyandang disabilitas adalah semua ragam
penyandang disabilitas; meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

©. Penvandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,
huruf b, huruf ¢, dan huril d dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.

BAB Il
PERSYARATAN DAN KUALIFIKAS] PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Pemerintah Kota dan Swasta untuk tidak memberikan persyaratan schat
tasmiani dan rehani dalam rekruitmen penyvandang disabilitas;

Pemerintah Kota dan Swasta tidak membatasi jenis disabilitas dalam
rekrilitmen;

Penerimaan Pegawai dalam Lingkup Pemerintah Kota harus memamin
aksesibilitas dalam proses pélaksanaan seleksi dengan memenuhi persyaratan
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Perusahaan swasta yvang memiliki lenaga kerja minimal 100 (serafus) orang
dan menggunakan reknologi tinggl wajib  mempekerjakan  penyandang
disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang
memenuhi persvaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan;
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(5) Persyaratan jabaran dan kuoalifikasi pekerjaan bagi periyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayal (4) memperhalilan faltor:
a. jenis dan derajat kedisabilitasan;
b. pendidikan;
c. keterampilan dan/atau keahlian;
d. kesehatan;
e, lormasi yang tersedia;
. jenis atau bidang usgha; dan
faktor lain.

e

(6] Pemerintah Kota dan Swasta memberikan akses kepada penvancdang
disabjlitas sesual kualifikasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

(7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (3}, meliputl :

a. Disabihtas Netra ;

Tenagn Pendidikan dan Kependidikan;

Administrasi;

Hukum:

Pekerja Sosial;

Counsellar;

Penerjemah Bahasa;

Programmer,

Teknisi Komiputer,

Jurnalis:

Eﬂhllilﬂh Rungu / Wicara/ Rungu Wicara :
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;
Operater Komputer;

Teknisi Otomotif;
Sopir;
Teknisi Komputer;
Fotografer,
Design Graphis;
Tata Boga;
Tata Busana;
10, Tata Rias.
Disabilitas Grahita (Ringan) :
1. Tenaga Pelipat Kemasan Kerlis;
2. Operator mesin packing;
3. Tenaga kebersthan.

d, Disabilitas Daksa ;

Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;

Hukum:

Administrasi,

Pekerja Sosial;

Programmer;

Operator Komputer;

Teknisi Komputer;

Teknisi Oromotif;

Teknisi Elektronik;

Tara Boga;

. Tatg Busana,

12, Tata Rias;

Design Graphis.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(1)

(2]

oo

Pasal 5

Pemenntah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja wajib memiliki unit layanan
disabilitas.

Tugas unit layanah disabilitas adalah:

4. merencanakan penghormalan, perlindungan dan pemenuhan hak atas
pekerjaan Penyvandang Disabilitas;

b. memberikan informasi kepada Ilembﬂga pemerintah dan swasta, tentang

proses pelatihan, perekrutan, penerimaan dan  penempatan  kerja

Penvandang Disabilitas;

menyediakan pendampingan kepacda tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

menyedialkan pendampingan kepada pemberi kerja. pemerintah  atau

Swasta yang menerima tenaga kerjn Penvandang Disabilitas; dan

v. mengkoordinasikan pusat layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga
kerja dalam pemenuhan dan penyedisan alat bantu  kerja  bagl
Penyvandang Disabilitas.

Anggaran pembentukan wunil layanan disabililas berasal dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pegawai unit lavanan disabililas berasal dari Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Tenaga Kerja menyelénggarakan Expo Tenaga Kerja bagi Penvandeng
Disabilitas secara berkala.

Pasal 6

Pemberi kerja dalam proses rekruitmen tenaga kerja Penyvandang Disabilitas

harus :

menghilangkan tes psikologi;

memperhatikan kompetensi dan keahlian;

menghilangkan jenis tes yang tidak sesual dengan Penyandang Disabilitas;

menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi. dan

proses lainnya vang diperlukan;

e. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas;
dan

{, memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes,

a6 o

Pemberi kerja dalam proses penerimaan dan penempatan tenaga kerja
Penyvandang Disabilitas harus:

a. memberikan kesemparan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal

masa kerja untuk menentukan apd vang diperlukan, termasuk
penvelenggaraan pelatihan atay magang;

b. menyediakan tempat bekerja vang Meksibel dengan menyesuaikan kepada

jetlis disabilitas tanpa mengurang target tugas kerja;

menyvediakan waktu istirahal sesual dengan kebutuhan;

d. menvediakan jadwal kerja vang lleksibel dengan tetap memenuhi alokas:
waktu kerja;

]
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¢. memberikan  asistenst  dalam  pelaksanasm  pekerjaan  dengan
memperhatikan kebutUhan khusus Penyandang Disabilitas; dan

. memberkan i1zin atau cuti khusus untuk pengobatan bag Penyandang
Disabililas yvang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal
6 ayit (1) dan ayat (2) adalah Pemerintah dan Swasta.

Pasal 7

Pemberi kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapal melaksanakan hak
berserikal dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 8

Pemerintah Kota dapat memberikan pengurangan pajak kepada pemberi kerja
swasta yang mempekerjiakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberi Kerja berkewajiban untuk :

a. Melindungi penyandang disabilitas dari kecelakaan kerja;

b. Melindung penyandang disabilitas dari tndakan kriminal antara lain
kekernsan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, penindasan, @itau
pelecehan di lingkungan keria;

c. Membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang
disabilitas;

d. Memberikan ganti rugi vang digjukan penyandang disabilitas atas tidak
terpenuhimya haknva.

Pasal 10

Pemerintah Kota dan Swasta berkewajiban untuk :

a. Mensosialisasikan penvediaan akomodasi yang beralasan dan fasilitas yang
aksesibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

b. Mengadakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja sesuai dengan
potens] vang dimiliki dan berdasarkan kualifikasi disabilitasnya;

c. Memberikan sertifikasi kepada penydndang disabilitas sesual dengan
keterampilannya masing — masing. '

_BABIV
KEMITRAAN DAN BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 11

(1) Pemerintah kota memfasilitasi dan memberi akses Kepada penvandang
disabilitas vang memilili kompetensi, keterampilan dan/fatau keahlian untuk
melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha produktfl untuk dapat
diberikan bantoan modal usaha;



(2)

(3]

4

()

()

(1)

(2)

{1

Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa -
a. pendanaan/permodalan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. perzittan usaha;

e.  kesempatan berusaha;

f. premosi dan Pemasaran; dan

g. dukungan kelembagaan.

Banfuan maodal usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wapb dialokasikan

dalam APBD berupa .

a. bantuan hibah bagi penvandang disabilitas yang tingkat ckonominya
menengah ke hawah;

b. bantuan kredit lunak bagi semus penyandang disabilitas.

Sumber bahtuan pendanaan/ permodalan dapat berasal dan Pemerintah Kota,
swasta dan masyarakat;

Penyandang disabilitas calon penerima bantuan harus mendapat rekomendasi
dari Organisasi Penyandang Disabilitas;

Pemerinitalh  Kota Dbersama dengan  Organisasli Penyandang Disabilitas
mendistribusikan bantuan pendanaan/ permodalan.

Pasal 12

Dunia usaha danjfatau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada
penvandang disabilitas yang memiiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk
melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

Duria usaha danfatau pelaku usaha, dan mdsyarakal berperan secara aktif
membantu memasarkan hasil produk yvang dihasilkan penvandang disabilitas,

Pasal 13

Pendanaan/ permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf

a ditujukan untuk:

4. mengembangkan dan/atau meningkatkan wusaha yang dilakukan
penvandang disabilitas antara lain mendapatkan akses kredit dard
perbankan dan/atau lembeaga keuangan bukan bank:

b, memperiuas jaringan usaha vang dilakukan penvandang disabilitas;

c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepal; tepat, dan
murah kepada usaha yang dilakukan penvandang disabilitas;

d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan dan
jasa/produk keuangan lain yang disedigkan perbankan dan/atau
lembaga keuangan bukan bank, baik wvang menggunakan sistem
konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yvang disediakan
pemerintah; dan

¢. Pemerintah Kota diwajibkan untuk mendorong perusahaan vang berada
diwilayahh Kota Makassar untuk memperioritaskan penyaluran dana dan
atan bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR) bagi pengembangan
usaha penvandang disabilitas.

1™F



(2)

(3)

(4

(5]

(&)

(7}

()

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2} huruf b

ditujukan untuk:

a. mengadakan prasarana vang dapat mendorong dan mengembangkan
wusaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan

b. memberikan keringandn laril prasarana, pajak daerah dan/ atau
retribusi.

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c,

ditujitkan untuk:

a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan
informasi usalia penyvandang disabilitas;

b, mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber
pembiayaan, komodilas, penjaminan, desamn dan teknologl, serta mutu;
dan

¢. memberikan jaminan transparansi dan akses informesi usaha bagi
penyandang disabilitas atgs segala informasi usaha,

Pemerintah Kota memiasilitasi informasi usaha dengan cara :

a. Dinas terkait khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal serta Dinas Koperasi dan UKM dapat merujuk data
dari Dinas Sosidl dan organisasi penyandang disabilitas;

b, Dinas EKomunikasi dan Informasi melaksanakan penyebarluasan
informasi usaha dalam bentuk sosialisasi seperti media cetak, elektronik
dan pelatihan.

Perizinan ussha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (2) hurufl d
ditjukan  untuk memberikan kemudahan pengurusan administratif,
persyaratan dan keringandn baya;

Pemerintah Kota dalam memberikan izin usaha dapat berupa :

a. Dispensasi atau kemudahan izin usaha kepada penyandang disabilitas
yang memiliki usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Dispensasi atau kemudahan (zin usaha yang dimaksud pada ayat (6)
huruf a dapat berupa penyederhanaan mekanisme, kemudahan,
persyaratan dan keringanan biaya.

Kesecmpatan berusaha sebagaimans dimaksud dalam Pasal 11 ayatl (2jhurul e

ditujukan untuk:

a. memberikan  tempal usaha  berupa  lokasi  di pasar, pusat
perbelanjaan; mall, pertokoan, lokasi sentra industrd, dan/atau lokasi lain
bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanva;

b. memberikan prioritas pengeunasn produk yang dihasilkan oleh
penyvandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah: dan

c.  memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.

Promosi dan pemasaran sebugaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

furuf [ dapat dilakukan di daerah, di luar daerah dan atau di luar negen yang

bertujuan untuk |

a. meningkatkan penjualan produk vang dihasilkan penvandang disabilitas;

b, memperluas sumber pendanaan untitk peningkatan produk yang
dibasitkan penvandang disabilitas;

T
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(10)

(1)

& membantu pelaku usaha penvandang disabilitas vang tidak mampu
menyediakan pendanaan secara mandiri dalam mempromosikan dan
memasarkan produknya; dan

d. memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelekival atas produk dan
desain usdha vang dihasilkan oleh pfiaku usaha penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota dalam hal promosi dan pemasaran melakukan :

a. Melalui SKPD terkait memaksimalkan produksi penyandang disahilitas
yang memiliki usaha produksi dengan cara memfasilitasi peningkatan
kwalitas produk, kemasan (packing), promosi dan pemasaran melalui
pendi-:hk*m dan pelatihdn industri

b. promosi dan pemasaran dimaksud dalam ayat (9) hurul a dapat
dilakukan di dalam kota maupun diluar kota Makassar melalui pameran,
pemasangarn iklan melalui media cetak dan elektronik.

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2] huruf
g ditujukan umtuk mengembangkan dan mepingkatkan fungsi inkubator,
lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank
dan/atau lembaga profesi sejenis Ia.fn_n}fa sebagai lembaga pendukung
pengembangan usaha yvang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pasal 14

Persyaratan bagi Penyvandang Disabilitas vang bisa mendapat bartuan modal
usaha dan atau [asilitas lainnya baik dari Pemerintah Kota maupun Swasta
antara lair ;

a. Memiliki Usaha yang jelas;

b.  Memiliki keahlian dibidang usahg vang akan dijalankan;

c. Mendapat rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bag! Penvandang Disabilitas yang telah mendapat bantuan modal usaha dan
atau fasilitas lainnyva diharuskan untuk menyampaikan laporan
perkembangan usaha kepada Pembenn Bantuan dan ditembuskan kepada
Organisasi Penyandang Disabilitas yang memberikan rekomendasi.

Pasal 15

Pemerintah Kota memberikan dukungan kﬂlﬂmbagmm dengan cara :

Memberikan dukungan kepada organisasi penyandang disabilitas yang
memiliki usaha produksi unfuk meningkatkan produktivitasnya,

dukungan lkelembagaan schagaimuna dimaksud ayat {1) dapal dilakukan oleh
unsur pemerintal dan unsur swasta;

Adapun bentuk dukungan tersebut berupa:

pendanaan / permodalan;

- sarana dan prasarana,

informasi usaha;

perizinan usaha;

kesempatan berusaha;

promosi ; dan

pemasaran.

NG
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. BABV
TATA CARA MEMFPEROLEH INFORMASI

Bagian Kesatu
Komunikasi

Pasal 16

Pemermtahi Kota menjamin penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan
berpendapal bagl Penvandang Disabilitas;

Pemerintah Kota menjamin hak Penvandang Disabilitas untuk memilih bentuk
komunikasi dalam berekspresi dan berpendapat.

Pasal 17

Pemerintah Kota mengakul, menerima, dan memfasilitasi komunikasi dengan
menggunakan cara lertentu, termasuk bahasa isyarat, bahasa isyarat raba,
huruf braille, large prnnt, audio, vistial, atau komunikasi augmentatif atas
dasar kesetaraan dengan vang lainnya,

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yvang dapal dijangkau
sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam interaks: resmi.

Pasal 18

Pemenntah Kota mengalkui dan memajukan pemakaian bahasa isyaral;

Bahasa isyarat scbagaimana dimaksud pada ayal (1) berupa Bahasa lsvarat
Indonesia (BISINDO) dan Sislem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI).

Pasal 19

Pemerintah Kota dalam upaya mengakui dan memajukan Bisindo wajib:

.

Taogo

(1]
(2}

13)

memasukan Bisinde dalam kurikulum pendidikan nasional indonesia bagi
penyvandang disabilitas;

mensosialisasikan kamus Bisindo;

rmengembangkan Bisindoe;

menyediakan versi Bisindo di setiap forum resmi kenegaraan; dan

mendorong penggunaan Bisindo dalam setiap forum publik,
Pasal 20
Pemeriniah Kota membangun sistemn sertifikasi bagi penerjemah Bisindao,

Sistem sertifikasi sebagaimane dimaksud pada avat (1) mencakup proses
selelkst, pelatihan, dan kode etik bagi penerjemah Bisindo;

Pemerintah Kota bekerja sama dengan organisasi penvandang disabilitas yang

bergerak di bidang pengembangan Bisindo dalam melaksanakan sistem
sertifikasi penerjemah Bisindo;

L3 T
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(10)

Semua fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti bandara, terminal, angkutan
darat, pelabuhan dah rumah sakit harus menyediakan fasilitas Informasi
Audio visual yang dapal diakses olch semua jenis penyandang disabilitas;

Fasilitas Informasi Audio Visual sehagaimana dimaksud ayat (4) berupa runing
text dan tampu isvarat untuk disabllitas rungu,;

Pemerintah Kota melalui Dinas terkait memberikan ruang kepada penyandang
disabilitas untuk melakukan ekspresi di medin cetak dan elektronik, termasuk
lalkshow;

Selurtth Dinas terkait masing-masing menyediakan Website yvang aksesibel
bagl Penyandang Disabilitas;

Pemerintsh Kota melalui Dinas terkait membuat data tentang Penyandang
Disabilitas untuk di informasikan kepada publik;

Pemerintah Kota melalui Dinas terkait menyediakan media center.

Layanan komunikasi dun informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informasi Kota Makassar.

Pasal 21

Segaly bentuk laydanan Komunikasi dan Informasi yvang diatur dalam Pasal 27
sampail dengan Pasal 21 ini juga berlaku bagi masyarakal dan swasta.

(1}

(2)

(3)

()

| BAB VI
HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 22

Pemerintah Kofa menycdiakan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi
Penyandang Disabilitas;

Swasta dapat menyediakan layanan  habilitasi dan rehabilitasi  bagi
Penyandang Disabilitas;

Habilitasi ¢dan rchabilitasi sebagaimana wvang dimaksud dalsm ayat (1)

bertujuan untuk:

a. memungkinkan  Penyvandang  Disabilitas untuk mencapai dan
mempertahankan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan
keterampilan secara muaksimal; dan

b. mengembangkan partisipasi penyvandang disabilitas sgcara inklusif di
seluruh aspek kehidupan.

Dalam menyediakan lavanan habilitasi dan rehabilitdasi hagi penvandang

disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menerapkan

prinsip:

a. mengakui, melindung, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas sesuai
dengun Peratuiran Perundang-Undangan;

b. penghormatan penuh terhadap harkal dan martabat kemanusiaan dari
penyvandang disabililas;



berbasis masvarakat;

bukan merupakan tempal penampungarn,

¢. mengupayakan sccdara maksimal Untuk Penyandang Disabilitas tetap
tinggal di rumah sendiri; dan

. dilakukan sejak dini dengan melibatkan penvandang disabilitas dan

keluarga Penyandang Disabilitas, |

£p

Pasal 23

Habilitasi dan rehabilitasi berfungsi sebagan:

a.
b.
b

(1)

(2]

(3)

(4)

sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup:

sarana antara atau lransist dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
sarana untuk mempersiapkan Penyvandang Disabilitas agar dapat hidup
mandiri di masyarakat.

Pasal 24

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan

dalam bentuk antara lain:
a. lavanan habilitasi dan rehabilitasi harian; dan
h. layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah.

Layanan habilitasi dan rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam
avat (1) huraf a diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di
rumall masing-masing dan mendatang langsung pusat layanan;

Layanan habilitasi dan rehahilitasi di rumah sebagaimana yvang dimaksud
daldim avat (1) huruf b diberikan dengan cara Penvandang Disabilitas tetap
linggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan menduslangi langsung
Penvandang Disabilitas di rumahnya,

Penvelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi dilakukan secara terpadu
oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan,

Pasal 25

Penyelenggara lavanan habilitasi dan rehabilitasi mendorong Penyandang
Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar;

Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pelatihan dasar
yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas pengguna layanan;

Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi imemberikan bimbingan
mental sosial kepada Penvandang Disabilitas dan keluarganya serta
meningkatkan kesadaran masyarakat di sekilarnva;

Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi  memberikan pelatihan
mengendi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyvandang
Disabilitas kKepada para pengurus dan pemnberi layanan;

Dalam pﬂiﬂk&s_mau_n pelatihan dan bimbingan mental soslal pada ayat (2) dan
ayat (3] dapat melibatkan masyarakat;

L L |
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{1)

(2)

(3]

(4)

(5]

(5]

(1)

(2)

Penyelenggara layanan habilitas: dan rehabilitasi memberikan pengobatan dan
perawalan kesehatan vang mémadal kepada Penyandang Disabilitas penenima
layanan yang memeriukarn;

Pengobatan dan perawatin keschatan yvang dimaksud pada ayat (6] termasuk
kesehatan umum dan kesehatan yang melekat dengan disabilitasnya.

Pasal 26

Penyelengegara layanan habilitasi dan rehabilitasi bisa diselenggarakan oleh
swasia;

Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi yvang diselengegarakan oleh
swasta scbagaimana diatur pada dyat (1) wajib mendapatkan izin dari
Pemerintah Kola;

[jin dari Pemerintah Kola ssbagaimanad dimaksud pada ayat (1) diberikan

apabila mementthi syaral sehagai berikut:

a. lokasl berada di tengah masyarakat;

b. menggunakan pgedung pusat layanan dengan memperhatikan daya
fampung;

c. memliki fasilitas kesehatan sendiri atau memiliki kerjasama dengan
pusat lavanan keschatan dan fisioterapi;

d. memiliki pengurus dan  pemberi lavanan vang profesional dan
bersertifikat;

¢. memiliki konselor dari Penyandang Disabilitas atau non disabilitas yang
memahami kedisabilitasan;

f. memiliki  Standar Operasional Prosedur  layanan habilitasi dan
rehabilitast vang mendapat persetujuan dari Dinas terkail dan Organisasi
Penyandang Disabiljtas.

Pemberian izin penvelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana yang
dimaksud dalam ayal 2 selambat-lambatnva 30 (tiga puluh) har kerja
terhitung sejak pengajuannva;

Perpanjangan izin diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) han kerja
terhitung scjak permohlionan tersebut diajukan dan tanpa dikenakan biaya;

Pemerintah Kota melakukan evaluasl lzin yang diberikan dalam jangka waktu
2 {dua) tnhun sekali.

Pasal 27
Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja

masing;

Pengawasan yang dimaksid pada ayal (1) dapat melibatkan Organisasi
Penyvandang Disabilitas dan masvarakat.
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Pasal 28

Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi harus memberikan keringanan biaya
pelayanan kepada Penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi;

Penvandang Disabilitas yvang memperoleh keringanan biaya habilitasi dan
rehabilitasi harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari
Kelurahan atau Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sarmipai dengan
Pasal 28 diperuntukkan bagi Penyandang Disabilitas dengan derajat ringan
dan sedang;

Bagi Penyandang Disabilitas dengan derajat disabilitas yvang berat diperlukan
layanan Habhilitasi dan Rehabilitasi berasrama;

Layvanan habilitasi dan rehgbilitasi berasrama yang dimaksud pada avat (2)
dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di asrama;

Habilitas: dan rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud pada avat (2]
meliputi pemberian kesempatan pada Penvandang Disabilitas untuk tinggal di
dalamnya selama menjalani proses layanan,

BAB VII
KERINGANAN MEMPEROLEH BIAYA REHABILITASI

Pasal 30

Pemerintah Kota dan Swasta dalam melaksanakan penyelenggaraan
rehabilitasi bagi penvandang disabilitas harus membebaskan biava pelayanan
kepada Penvandang disabilitas vang tidak mampu secara ekonomi;

Penyandang Disabilitas yang memperoleh pembebasan biayva rehabilitasi harus
menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau Organisasi
Penvandang Disabilitas;

Pemerintah  Keota dan Swasta dalam melaksanakan penvelenggaraan
rehabilitast bagi penyandang disabilitas yang mamipy secara ekonomi harus
memberikan keringanan biava pelayanan kepada Penvandang disabilitas,

BAB VIII
PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pasal 31

Pemerintah Kota mienjamin akses pelayanan air bersih dan {asilitas sanitasi
vang beralasan bag penyvandang disabilitas berat dan miskin,

Pemerintah Kota menjamin akses bagi penyvandang disabilitas terhadap

program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan lepas dari
kondisi pra sejahtera dan keluarga sejahtera saty;

Wl
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Pemerintah Kota menjamin akses terhadap pelayanan, alat bantu, dan
hantuan lain terkait disabilitas yang beralasan dan terjangkau.

Pasal 32

Pemerintah Kota menjamin akses bagl Penyandang Disabilitas dan
keluarganya vang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan
khusus vang ditimbulkan akibat kondisi disabilitas yang dialami;

Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup pelatihan,
konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan;

Pemerintah Kota membidvai penuh peélaksanaan bantuan khusus;

Dalam pelaksanaan pelatiban dan konseling sebagnimana dimaksud pada ayat
(2], Pemerintah dapal melibatkan masyarakal dan tenaga profesional.

Pasal 33

Pemerintah Kota memberikan jaminan dan bantuan sosial bagi penyandang
disabilitas miskin melalui bantuan beras miskin, sembako, program bedah
rumah, program bantuan langsung disabilitasi atau bcnrukldmnya'

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa Pemerintah
Kota menvediakan tempat tinggal bagi Penyandang Disabilitas terlantar dalam
bentuk lavanan rehahilitasi residensial,

Pasal 34

Pemeliharaan taral kesgjahtéraan penyandang disabilitas berat diarabkan
pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penvandang disabilitas
dapat memperoleh leraf hidup dalam skala keluarga sejahlera 11

Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada avat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Bantuan keuangan yang wajar juga mempertimbangkan kebutuhan hidup

dasar yang layvak seeara situasional;

Bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (1), (2] dan (3)
diperuntukan  bagi penvandang disabilitas berat vang berada dalam
peENZampuan;

Pemerintah Kota wajib memberikan pelatthan tentang tala cara merawat
penyandang disabilitas berat bagi keluarganya; ddn

Layanan pemeliharaan taral kesejahteraan dilaksanakan cleh Dinas Sosial.
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Pasal 35

Mendorong Pemerintah Kota menvediakan rumah layanan berupa shelter bagi
penyandang disabilitas berat terlantar.

Kriteria penyandang disabilitas terlantar adalah :

a.  Yatim piatu;

b.  Tidak mmampu dipelihara oleh keluarganya; dan

c.  Penyandang cisabilitas berat yang dieksploitasi oleh keluarga.

Rumah layanan berupa shelter yang dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan
melihatkan:

a.  SKPD teknis terkait;

b. Organisasi Peniyandang Disabilitas; darn

¢. Keluarga Penyandang Disabilitas

Pengelvla ruimah layanan berupa shelter sekurang-kurangnya terdini atas :
Manajemen;

Dokter,

Psikiater,

Ahli Gizi;

Fisioterapist;

Tenagn Pendidilk;

g. Tenaga rawal.

Penvediaan rumah layanan berupa shélter dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
dan

Anggaran pendirian, pengelolaan dan pelavanan rumah layanan berupa
shelter bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 36

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masvarakat, perusahaan
swasta, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan lembaga sosial
kemasyarakatan yang dipandang berjasa dalam mewudjudkan pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas.

Penghargaan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. piagam atau sertifikat;

b. lencana atau medali kepedulian;

c. tropy atau miniatur kemanusiaan; dan/arau

d. insentif.

Besaran Insentif disesnaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Pemberian penghargasn diberikan  pada Peringalan Harl Disabilitas

Internasional setiap tahun atau pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kota
Malkassar;

" §
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Kriteria penerima penghargaan antara lain dibagi dalam :
' Bidang Pendidikan;

Bidang Kesehatan;

Bidang Retenagakerjaan;

Bidang Habilitasi dan Rehabilitasi;

Bidang Aksesibilitas;

Bidang Kelembagaan;

Bidang Inovasi Usaha,

W e RO o

Kriteria penerima penghargaan bidang pendidikan harus memenuhi syarat

antara lain

a. Menyelenggarakan pendidikan inklusi  bagi penyandang disabilitas
sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;

b, Melayani sekurang-kurangnya total 10 (sepulub) ordng siswa siswi
penvandang disahilitas untuk semua level dalam kurun waktu 3 (tiga
tahun secara terus menerus;

c. Mempersiapkan data penyandang disabilitas yang diberikan pelayanan
pendidilkkan:

d. Memnberikan pelayanan pendidikan sesuai slandard peraluran;

e, Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penvandang Disabilitas.

Kriteria penerima penghargadn bidang kesehatan harus memenuhil syarat

antara lain :

a. Melaksanakan pelavanan kesehatan bagi penyvandang disabilitas
sekurang-kurangnya selama J3 (tiga) tahun;

b. Melayani klien penyandang disabilitas dengan jumlali total sekurang-

kurangnya 300 (tiga ratus) orang klien penyandang disabilitas dalam

kurun waktu 3 [bga) tahun secara terus menerus; |

Mempersiapkan data klien penyandang disabilitas yvang dilayani;

Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standard peraturan,

e. Memperoleh rekomendasi dar Organisasi Penyandang Disabilitas.

2. n

Kriteria penerima penghargaan bidang ketenagakerjaan harus memenuhi

syarat antara lain |

a. Mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya selama 5
(tiga) tahun secara tertls menerus;

b. Mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 [sepuluh) orang pekerja
penyandang disabilitas dalam kurun waktu 3 (Uga) tahun secara lerus
menerus,

¢. Mempersiapkan data penvandang disabilitas yvang dipekerjakan;

d. Memberikan pelayanan ketenagakerjaan sesuai sfandard perafuran;

¢. Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.

Kriterna penerima penghargasn bidang habilitasi dan rehabilitasy harus

memenuhl syarat antara lain ;

a. Melakukan habilitasi dan rehabilitast penyandang disabilitas selama 3
(tiga) tahun secara (erus menerus;

b. Melakukan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas  dengan
jumlah total sekurang kurangnyva 350 (lima pulub) orang penvandang
disabilitas dalam walktu 3 (tiga) tahun;



d.

€.

Mempersiapkan data penvandang disabilitas yang dihabilitasi dan
direhabilitasi;

Memberikan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi pehvandang disabilitas

sesual standard peraturan.
Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabililas.

(10) Kriteria penerima penghargaan bidang aksesibilitas harus memenuhi syarat

antara lain :

a. Menyediakan aksesibilitas f[sik dan lingkungan bagi penyandang
disabililas selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus;

b. Melakukan pemeliharaan aksesibilitas yang dibangun dalam minimal
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

c.  Menirigkatkan sarana aksesibilitas sctiap tahun dalam kurun waktu 3
{tiga) tahun

d. Memperoleh rekomendasi dart Organisast Penyandang Disabililas,

(11) Kriteria penerima penghargaan bidang kelembagaan harus memenuhi syarat
antara lain |
a. Mempernuangkan dan mengadvokasi stakcholder khususnya pemeriniah

b.

E‘l-

bagi pemenuhan hak-halk penyandang disabilitas selama 3 (tga) tahun
Secara lerus menerus,;

Menghasilkan perubahan kebijakan yang berpihak kepada penyvandang
disabilitas schagai hasil advokasinya,

Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penvandang Disabilitas,

{12) Krileria penerima penghargaan bidang inovasi usaha harus memenuhi syarat
antara lain :

H.

b.

C.

d.
€.

Menciptakan lapangan kerja bagl penyandang disabilitas ;
Mempekerjakan sekurang-kurangnva 10 (sepulub) orang pekerja
penvandang disgbilitas dalam kurun wakru 3 ({tiga) tahun secara terus
MENerus;

Menciptakan produk2 inovatif dengan mempekerjakdan penyandang
disabilitas;

Memberikan pelayanan ketenagakerjagn sesuai standard peraturan;
Memperoleh rekomendast dari Organisasi Penyandang Disabilitas.

(13) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (12) dikoordinir oleh Dinas Sosial,

|1)

BAB X
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KOTA MAKASSAR

Pasal 37

Dalam melakukan pelavanan kepada penvandang disabilitas lharus
mengutamakan prinsip-prifsip

.
b,

C.

Perlakuan khusus;
Perlindungan lebih;
Akomodasi vang beralasan.

T



(2) Semua SKPD terkait memberikan perlakuan khusus, perlindungan lebih dan
akomodasi yang beralasan dalarm memberikan pelayanan kepada penyandang
cdisabilitas;

(3) Perlakuan khusus, perlindungan lebih dan akomodasi yang beralasan dalam
memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas bukan tindakan
diskriminasi;

(4) Perlakuan Khusus, perlindungan lebih dan akomodasi vang beralasan
dibernkan dalam aspek :

Ketenagakerjaan,

Berusaha;

Kesejahteraan Sosial;

Hahilitasi dan Rehabilitasi;

Pendidikan;

Kesehatan;

Aksesibilitas:

Pelavanan Publik;

Informasi dan komunikasi

Hukum dan keadilan;

Polilik;

Keagamaan:

Keolahragaan;

Pariwisata dan Hiburan;

Kebencanaan.

05 g =RT TER Pe S0 e

(3] Semua pelayvanan SKPD bagi penyandang disabilitas harus dikeordinasi oleh
Tim Koordinasi Antar SKPD dalam pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas,

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Walikota membentuk Tim Koordinasi dalam rtangka pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5],

Bagian Kedua

Perencanaan
Pasal 39

(1) Tim Koordinasi melaksanakan perencanaan program dalam pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas setap tahun secara bersama-sama;

(2) Perencanaan program yvang disepakati dalam rapat Tim Koordinasi, harus

disumpaikan kepada Petugas Perencanaan di setiap 8KPD dan dimasukkan
dalam program tahunan.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 40

(1} Masing-masing SKPD melaksanakan program yang lelah direncanakan dalam
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas setiap tahun;

(2) Dalam peldksanaan program, setiap SKPD melakukan konsultasi denigan
Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Koodinasi

Pasal 41

Sctiap pelaksangan program oleh SKPD selalu melakukean koordinasi dengan Tim
Koordinasi

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 42

{1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

(2) Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat melalui :

a. penetapan pedoman teknis;
b. penyuluhan,
c. bimbingan;
d. pemberian bantuan; dan
e, perizinai.
Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 43

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pelaksanaan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

{2) Dalam hal Pengawasan, Walikota membentuk tGm pengawasan yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3) Pengawasan dilakukan dalam bentuk ;
a. Pengawasan Internal,
b:  Pengawasan Independen.

(1) Pengawasan Internal dibentuk dalam struktur Tim Koordinasi.
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Bagian Ketujuh
Tim Keoordinasi

Pasal 44

(1] Semrua SKPD terkail dikoordinir aleh Walikota;

(2} Walikota membeniuk Tim Koordinasi antar SKPD dalam rangka pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas;

(3) Tim Keordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggotanya terdiri dari
unsur SKPD teknis lerkalt, pengusaha, tenaga ahli, tenaga profesi, tokoh
masyarakat dan orgamsasi penyandang disabilitas.

a. Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sekurang-kurangnya terdiri atas;

1.
2.
3.

4,
2.

unsur Pemerintah Kota selurang-kurangnya 15 (lima belas) SKPD;
unsur pengusaha sekurang-kurangnya | (satu) orang;

unsur tenaga ahli dan teénaga profesi sekurang-kurangnyva 2 (dua)
orang;

unsur tokoh masyarakal sekurang-kurangaya 2 (dua) orang; dan
perwakilan organisasi penvandang disabilitas sekurang-kurangnva 5
(Hma) orang.

b. Kormposisi Tim Koordinasi dibentuk dengan mempertimbangkan kesetaraan
gender,
¢. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada avat (2), bertugas;

FHLE.-.‘IILJ*—-

10.

ks

12:

13,

Mempersiapkan sekretarial dan kelengkapannya di tingkat kota;
Melakukan fasilitasi penataan administrasi pada kesekretariatan;
Melakukan inventarisasi program dan kegiatan;

Merencanakan dan melakukan sosialisasi pada SKPD,

Merencanakan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dana dan
kepglatan yvang ditetapkan;

Menctapkan alokasi dana bagi pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas di SKPD terkait;

rmemberikan pertiimbangan dan saran bagl perumusan kebijakan dalam
penvelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau
penvandang disabilitas terhadap penvelenggaraan pemenuhan halk-hak
penvandang disabilitas;

melakukan supervisi dan pengawasan penyelengegaraan pemenuhan

hak-hak penyanhdang disabilitas; dan

melakukan kerjasama dengan lembaga independen yang kompeten
dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
melakukan harmonisasi program  dan  kebijakan dalam rangka
pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dah pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas;

menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efekUil;

memastikan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhar hak-hak penyandang disabilitas
berjalan dengan efisien.
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14, Membuat Laporan Tahunan berkaitan dengan pelaksanaan
penghormatan, perlindungan dan pernenuban hak-hak penyandang
disabilitas berikut manitoring dan evaluasi kepada Walikota;

15. Laporan Tahunan, monitoring dan evaluasi sstbaga.unana dimaksud
pada point (14) harus dipublikasikan melalui media cetak dan
elektronik dan dapal diakses oleh masvarakat.

(4). Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilantik olch
Walikota untuk jangka walktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
I (satu] kali masa balkti,

(5). Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli vang bersifat
adhoc.

Pasal 45

(3) Ttm Koordinasi sebagaimenu dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) dapat terdiri atas :

(1

(2]

FECOTE SR
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Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangun Daerah;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan;

Kepala Dinas Kesehatan;

Kepala Dinas Tenaga Kerja;

Kepala Dinas Pekerjaan Urmum;

Kepala Dinas Tala Ruang dan Bangunan;
Kepala Dinas Sosial;

Kepala Dinas Koperas: dan UKM;

Kepala Dinas Perhubungan;

Kepala Dinas Komurnikasi dan Informasi;
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanen;

. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kepala Dinas Pemuda dan Olahrags;

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

unsur pengusalia 1 [satu) orang;

. unsur enaga ahli dan tenaga profesi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;

unsur tokoh masyarakal sckurang-kurangnya 2'(dug) orang; dan
perwalkilan organisasi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 5
(lima) orang.

Pasal 46

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Keordinas: dibentuk Sekretariat
Tim Koordinasi;

Sekretariat  Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh sat unit kerja sebagai Kepala Sekretariat Tim Koordinasi;
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(3]

(1)

2]

(1}

{2)

(3)

(1)

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Selkretanat Tim Koordinasi sebagaimana
dimaksud pada avat (2), secara fungsional Bertanggunegjawab kepada Ketua
Tim Koordinasi yang dijabat oleh Sekretaris Dacralt Kota Makassar,

Bagian Kedelapan
Pengangkatan

Pasal 47

Walikota mengangkat anggola Tirri Koordinasi dari setiap SKPD terkait dan
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhl persyaratan:

a. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang keahlian masing-masing
sesual asal SKPD;

b,  memiliki kredibilitas dan integritas; dan

¢.  memiliki kermampuan bekerja sama.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 48

Arngegota Tim Koordinasi berhenti apabila;

a. meninggal dunia;

b. telah berakhir masa keanggotaannys; atau

¢. mengundurkan diri dengan alasan vang dapat diternima.

Anggota Tim Koordinas: diberhenukan dengan Lidak hermat apabila:

a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang lelah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. melangear sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
tidak lagi memenuhj syarat sebagai anggota Tim Koordinasi; danjatau

C;
d.  ndak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-

furut tanpa alasan yang sah.

Pemberhentian  anggota Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.,

Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban

Pasal 49

Dalam menjalankan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada
Walikola;

Tim Koordinasi menyampaikan laporan kinerja kepada Walikota secara
berkzla setiap 6 (enam) bulan.
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Bagian Kesebelas
Koordinasi

Pasal 50

Tim Koordinas: harus berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait dalam rangka
meminta data dan laporan pelaksanaan pemenubhan hak-hak penyandang
disabilitas untuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Belas
Pembinaan

Pasal 51

Tim Koordinasi melakukan pembinaan terhadap SKPD lerkail dalam pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas sebelum den sesudah melakukan monitoring dan
evaluasi data dan laporan vang diberikan SKPD

Bagian Ketiga Belas
Pembentukan Sekretariat

Pasl 52
(1) Tim Koordinasi dalam mielaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretarist;

(2) Sekretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyai fugas dan fungsi di
Sekretaris Pemerintah Kola Makassar;

{(3) Sekrelariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan
keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian,
penerimaan tamu dan administrasi persuratan Tim Koordinasi,

(4] Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris vang karena jabatannya adalah
Sekretariat Kota Makassar dan bukan anggota Tim Koordinagsi ;

(5] Sekretaris dinsulkan oleh Tim Koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.;

6) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretanat
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(7} Sekretaris sebagaimana dimaksud pade ayat (4) berada di bawah Sekretaris
Kota Makassar dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pemerintah Kota
Makassar;

(8) Sekretaris wajib menvampaikan laporan keuangan baik bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar maupun sumber
dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui Sckretaris
Pemerintah Kota Makassar setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanigan|
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(9]  Sekretaris wajib menvampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah
Kota kepadd Walikola melalul Sekretaris Pemerintah Kota Makassar;

(10) Pengangparan, penatausahaan, pelapotran dan pertanggungjawaban keuangan
dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar, dilaksanakan scsuai dengan ketgntuan peraturan peérundang-
undangan.

BAB X1
PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 53
(1] Walikota membentuk Komile Dacrah Disabilitas;
{2] Komite Daerah Disabilitas selanjutnya disingkal KDD.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Dan Wewenang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 54

(1) KDD merupakan lembaga non-struktural vang bertanggung jawab kepada
Walikota;

(2) Komisi Dacrah Disabilitas berkedudukan di Kota Makassar.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 55

Tugas KDD adalah sebisgai berikut;

& menerima pengaduan dari masyarnkat perihal dugsan pelanggaran atas
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

h.  membangun sistem informasi dan teknelogi dalam tata cara pengaduan;

¢. memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan
pemajuan hak Penyandang Disabilitas;

d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat
vang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;

¢. mempublikasikan hasil kerja KDD kepada publilk;

. mengkajldan menelit isu disabilitas;
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memproduksi bahan-bahan informasi lerkait dengan isu disabilitas; dan
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait
dengant penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 56

Wewenang KDD adalah sebagai berikut:

H.

el

&

.

(1)

12

mernyampatkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait dengan
penvelesaian pelanggaran atas penghormatan, perhndungan, dan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas;

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota atau pihak terkait dalam
rangka pembaharbarn dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan,
penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan serta tindak lanjut
terhadap rekomendasl yang diberikan;

mengeluarkan penilaian atas kinerja Pemerintah Kota dalam pelaksanaan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas;

memangeil pejabat vang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai
pengaduan masyarakat;

memberikdn teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang
melakukan pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan
pemenuihan hak-hak penyandang disabilitas;

memanggil pejabal yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai
pengaduan masyarakat;

memberikan laporan kepads publik atas ketidakhadiran pejabat yang dimintai
penjelasan dan hasil penjelasan prjabat yang tidak menjalankan rekomendasi
KDD;

membertkan teguran secara tertulis kepada pemangku kepenlingan yang
melakukan pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

memberikan rekomendasi kepada pemenntah kota dalam rangka pemberian
penghargaan  terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam
mewujudkan penghormalan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas;

Pasal 57

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal
55 dan pasal 56, KDD wajib mengedepankan aspek pelavanan dan pelibatan
masyarakat Penyandang Disabilitas. |

Peluksanaan tugas dan wewenang KDD diatur lebih larjut dengan peraturan
KDD.
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Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Komisi Daerah Disabilitas
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 58
susunan Organisasi KDD terdin atas .
a. Ketua Kornisi;
b. Wakil Ketua Komisi;
e, Angepota Komisi.
Paragraf 2
Kelengkapan Organisasi KDD
Pasal 59

(1) KDD mempunyai kelengkapan organisasi vang terdiri dari;
a. Sidang panpurng; dan
b. sub komisi.
(2) KDD mempunyal Sskretarial sebagal unsur pelayanan,
Pasal 60
(1) Sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi KDD;
(2) Sidang paripurna terdiri dari seluruh anggota KDD;

(3) Sidang paripurna menctapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan
Mckanisme Kerja KDD,

Pasal 61

(1) Pelaksanaan kegiatan KDD dilakukan oleh sub komisi;

(2] Ketentuan mengenal sub komisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib KDD.
Pasal 62

Kefentuan mengenai sidang paripurna dan sub komisi diletapkan lebih lanjut
dalam Peraturan Tata Tertib KDD.

Paragraf 3
Susunan Keanggotaan

Pasal 63

Anggota KD herasal dari penyandang disabilitas dan bukan penyandang
disabilitas,



(1)

f2)

{3)

(4

(3]

Pasal 64

Angmota KDD paling banyak berjumish @ (sembilan) orang, 4 diantaranya
herasal dari Penyvandang Disabilitas;

Anggota KDD vang berasal dari Penvandang Disabilitas harus mewakili
berbagal keragaman disabilitas;

Anggota KDD vang herasal dari masyarakat bukan Penvandang Disabilitas
lerdin atas unsur akaderisi, pemerhali disabilitas, dan pengusaha;

Anggola KDD sebgpaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga
pululy persen] perempuan;

Masa keanggotaan KDD 5 (ima) mhun terhitung sejak pengucapan
sumpah /janji dan dapal dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

Pasal 65

Ketua KDD  dipilih melalui mekanisme internal anggota KDD  berdasarksn
musyawarah mufakat.

Parafgraf 4
Persyaratan

Pasal 66

S} aral untuk menjadi calon anggota KDD adalsh:

SR e,

warga negara Indonesia;

benntegritas;

pacla saat pendaftaran berusia paling rendah 35 {tiga puluh lima) tahun;
memiliki latar belakang petididikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
memiliki pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas;

memiliki  pengdlaman menjadi pengurus dalam organisasi Penyandang
Disabilitus paling sedikit 5 (lima) tahun bagi calon dari Penyandang
Disahilitas;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkari putusan pengadilan yang telah
memperolehy kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara S (lima) tahun atau lebih;

bersedia bekerja penuh waktu; dan

bersedia tidak mendudula jabatan politik dan jabatan publik selama masa
keanggofaan setelah terpilih,

Paragraf 5
Pengangkatan

Pasal 67

Walikota membentuk keanggotaan tim selekst untuk menetapkan calon
anggota KDD darj unsur SKPD berjumlah 5 (lima) orang:
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{2)

{1

(2)

(3]

(4)
(3]

(1)

(3)

(1)
(2)

Anggota tim seleksi sebagdimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas:

b, memiliki kredibilitas dan integritas; dan |

¢. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleks:,

Pasal 68

Walikots mengajukan paling sedildt 10 (sepuluh) nama calon dan paling
banyak 18 (delapan belas) nama calon anggold KDD kepada Tim Seleksi paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran calon
angeota KDD;

Proses pemilihan anggota KD oleh Tim Seleksi dilakukan dalam waktu paling
lama 30 (tiga pulub) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon
angegota KDD dari Walikota;

Tim Seleksi memilih calon anggota KDD berdasarkan persyaratan pada Pasal
78;

Tim Seleksi menyerahkan nama calon anggota KDD terpilih kepada Walikota;

Walikota menetapkan angeota KDD selambal-lambatnya 14 (empat belas] hari
kerja terhitung sejak diterimanya nama-nama calon.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 69

Anggota KDD berhenti apabila !
a. meninggal dunia;
b. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
¢. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Anggota KDD diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan pufusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

melanggar sumpah atau janji jabatan danjatau kode etik;

tidak lagi memenuthi syarat sebagai anggota KDD; dan/atau

tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturul-
turut fanpa alasan yang sah.

B e

Pernberhentian anggota KDD ditetapkan dengan keputusan Walikota,

Paragraf 7
Pertanggungjawaban

Pasal 70
Dalam menjalankan tugasnya KDD bertanggung jawab kepada Walikota;

KDD menyvampaikan laporan ldnerja kepada Walikota secara berkala setiap 6
[enam) bulan.
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Paragraf 8
Koordinasi

Pasal 71

KDD harus berkoordinasi dengan seluruh SKPD (erkait dalam rangka meminta
data dan laporan pelaksanaan pemeriuhan hak-hak penvandang disabilitas untuk
manitoring dan evaluast.

Paragral 9
Pembinaan

Pasal 72

KDD melakukan pembinaan terhadap SKPD terkait dalam pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas sebelum dan sesudah melakukan menitoring dan evaluasi
data dan laporan vang diberikan SKPD,

Bagian Keempat
Pembentukan Sekretariat

Pasal 73

(1) Komisi Dacrah Disabilitas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Sekretariat;

(2) Seckretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyal tugas dan fungsi di
bidang sosial ;

(3) Sekretarial mempunvai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan
keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian,
penerimaan famu dan administrasi persuratan Komisi Daerah Disabilitas;

(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Selkretlaris vang karena jabalannya adalah
pejabat yang berada di SKPD vang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
social dan bukan anggota Komisi Daerah Disabilitas ;

(5) Seckretaris diusulkan oleh sidang paripurna Komisi Daerah Disabilitas dan
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(6) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Ketua Kamisi
Dasrah Disabilitas dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Daerah
Disabilitas;

(8] Sekretaris wajib menvampaikan laporan keuangan baik bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar maupun sumber
dung atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui SKPD yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sesial setiap bulan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerinlah
Kota kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
dalam urusan sosial;

Penganggaran, pendtatsahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

dan asel vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Koia

Makassar, dilaksanakan sesusi dengan keétentuan peraluran perundang-

undangan.

Bagian Kelima
Pengaduan

Pasal 74
Setiap penvandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki

alasan kual bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan
secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komisi

Daerah Disabilitas;

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan
identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas
tenlang materi yang diadukan;

Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakill kepentingan
periyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan
masyvarakat vang lebih luas;

Apabila pengaduan tersebut tidak dapatl diselesaikan ditingkat Komisi Daerah
Disabilitas, maka Komisi Daerah Disabilitas dapat melakukan koordinasi
dengan SKPD yang terkait dengan permasalahail yang diadukan.

Pasal 75

Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh

Komisi Daerah Disabilitas apabila:

a. materi pengaduan bukan masaluh pelangesaran hak penyandang
disabilitas;

b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada
kesungguhan dari pengadu; dan

e. terdapat upaya hukum vang lebih efektif bagi penyelesaian materi
pengaduan.

Mekanisme keputusan untuk tdak melakukan atau  menghentikan

penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Komisi Daerah Disabilitas.
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BAB XII
PEDOMAN TEKNIS AKSESIBILITAS FISIK DAN LINGKUNGAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 76

Dalam mierencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung
dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan
aksesibilitas;

Setiap orang atau bhadan termasuk instansi  pemermialy  dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung  dan  lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis
fasilitas dan aksesibilitas vang diatur dalam Peraturan ind,

Pedoman dan Syarat Penvediaan Fasilitas dan Aksesibilitas diatur dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini daen merupakan Bagian yang tidak
lerpisahikan dari Peraturan Walikota ini,

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 77

Persyaratan teknis fasilitas dan -aksesibilitas pada bangunan gedung dan

el.
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kungan meliputi:

Ukuran dasdar ruang,
Jalur pedestrian;

Jalur pemandu;

Area parkir;

Pintu;

Ram;

Tangga;

Lifr;

Lift tanhgpa (stairway lift);
Toilet;

Pancuran;

Wastafel:

Telepon;

Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
Perabiot;

Rambu dan Marka.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas
Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 78

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
berpedoman pada Peraturan ini.
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(2) Rincian persyaratan leknis bangunan gedung sebagaimsana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini nwrupakan satu kesatuan
pengaturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 79

(1) Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitdas dant  aksesibilitas pada
bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Kota melakukan peningkalan
kemampuan aparat dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77;

(2] Dalam' melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan
lingkungan, Pemerintah Kota harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas
dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalarmn Pasal 77 sebagai dasar
pertimbangan dalam memberikan persetijjuan atay penerbitan perizinan
mendirikan bangunan gedung yang diperiukan;

(3] Terhadap aparat Pemerintah Kota vang bertugas dalam penéntuan dan
pengendalian  bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan
dalam Pasal 76 dan Pasal 77 dikenakan sanksi sesuni ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung yvang melakukan pelanggaran ketentuaf) dalam Pasal 76 dan
Pasal 77 dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas di Bidang Aksesibilitas

Pasal 80

Kewajiban penyelenggaraan pemenuhan hak — hak penyandang disabilitas dibidang
aksesibilitas merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

a. Pemerintah Kota;

b. Bwasta;dan

c. Masyarakat.

Pasal 81

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kold sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 hurul a, meliputi;

a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak penvandang
disabilitas di bidang aksesibililas;

b. melaksanakan kebijakan pemenuhan hak-hak penvandang disabililas di bidang
aksesibilitas yang ditelapkan oleh pemerintah;

¢. melakukan kKerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas;

d. memberikan dukungan sarana dan prasarana peldksanaan pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas sesual kemampuan
keuangan daerah;
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e. mengalokasikan anggaran penyelenggarann pemenuhan hak - hak penyandang
disabilitas di bidang aksesibilitas; dan

. membina dan mengawas: penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang
disaliilitas di bidang akscsibilitas,

Pasal B2

Kewajiban dan tanggung jawab swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
huruf b, imenyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan bagi penyandang
disabilitas melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota.

Pasal 83

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

80 huruf ¢, terdiri dari:

a. ikul berpartisipasi mensosialisasikan pedoman feknis penvedinan aksesibilitas
pacla gedung dan lingkungan;

. ikut berpartisipasi melaksanaan penvediaan aksesibilitas pada gedung dan
lingkungan; dan

c. ikut berpartisipasi menjaga dan mengamankan f(asilitas dan aksesibilitas
gedung dan lingkungan yang sidah dibangun oleh Pemerintah Kota maupun
Swista,

Pasal 84

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas, maka :

a. Setiap SKPD Pemerintah Kota wajib merencanakan dan menyediakan
aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan kantor masing-masing dengan
berkoordinasi dan berkonsullasi dengan Dinas Tala Ruang dan Bangunan;

b, Dinas Pckerjaan Umum melaksanakan pengadaan fasilitas umum seperl
trotoar vang aksesibel dan penutupan drainage untuk digunakan scbagai
trotoar berikut rambi-rambu aksesibilitasnya;

¢. Dipas Tala Ruang dan Bangunan melaksanakan pemberian Sertifikat
Aksesibilitas bagi bangunan yang akan dibangun dan mementhi syarat
aksesihilitas sebelum menerbitkan lzin Mendirikan Bangunan [ IMB );

d. Dinas Perhubungan melaksanakan pengadaan rambu-rambu aksesibilitas
terkait dengan lalu lintas dan perhubungan pada fasilitas perhubungan seperti
terminal bus, halie bus, stasiun kereta uapi, jalan, jembatan penyeberangan;

e. Dinas Komunikasi dan Informasi melaksanakan penyediaan aksesibilitas terkait
dengan komunikasi dan informasi;

f. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penindakan terbadap
pelanggaran larangan penggunaan irotopr sebagaimana diatur peraturan
daerali dan pelanggaran pembangunan wvang tidak memiiliki Sertifikat
Aksesibilitas;

g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan penyediaan taman kota dan
permakaman yvang aksesibel;
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Bagian Kelima
Aksesibilitas

Pasal 85

Pemerintah Kota menjamin aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang
Disabilitas; i

Pemerintah Kota menetapkan penerapan pedoman bagi penyediaan fasilitas
dan aksesbilitas bangunan dan lingkungan.

Paragraf 1
Umum
Pasal 86
Penyediaan aksesibilitas dapat berbentulk .
a. Fisik; dan
b.  Non fisik.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud Pada
ayat (1] huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana wmuam yang
meliputi;

Aksesibilitas pada bangunan umum;

Aksesibilitas pada jalan umum;

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakainan umum;
Aksesibilitas pada angkutan umum;

Aksesibilitas pada sarana keagamaan:

Aksesibilitas pada sarana pendidikan;

Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan;
Aksesibilitas pada sarana kesehatan; dan

Akscsibilitas pada sarana pemukiman.

B PP
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Penyedinan aksesibilitas yvang berbentulk non fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) haruf b meliputi;

a, Pelayanan informasi dan komunikasi; dan |
b. PBelayvanan khusus flermasuk lavanan elektronik dan layanan gawat
darurat,

~ Paragraf 2
Bangunan Umum

Pasal 87

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

=06 0o g

Akses ke, dari dan di dalam bengunan berupa pedestrian dan ramp;

.. Pintu, tangga, lift khusus untik bangunan bertingkat,

Tempal parkir dan tempal naik turun penumpang;
Tempat duduk/istirahat;

Handrail;

Toilet;
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{2)

(3]

(4)

Tempal minum;

Tempat telepon;
Peringatan darurat; dan
Tanda-tanda atau signage.

Pasal 88

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86
adalah semua bangunan gedung vang aksesibel bagi Penvandang Disabilitas
vang memiliki fungsi antara lain:

N

hunian;

keagamaan;

usaha;

sosial, budava, dan olahraga; dan
khusus. )

Bangunan gedung hunian yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a antara lain;

B0 o

rumah tinggal tungeal;
rumah tinggal deret;
rumtiah tinggal susun; dan
rumah tinggal sementara.

Bangunan gedung keagamaan vang aksesibel sebageimana dimaksud pada
Ewat (1) huraf b antara lain:

™S o OO A

masjid termasuk musholy;

gereja termasuk kapel,

pura;

vihara;

klenteng; dan

bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.

Bangunan gedung usaha yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ antara lain:

o e RO TE

bangunan gedung perkantoran;

bangunan gedung perdagangan;

bangunan gedung perindusfrian,

bangunan gedung perhotelan;

bangunan gedung wisata dan hiburan;

bangunan gedung terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan; dan
bangunan gedung tempat penyimpanan.

Bangunan gedung sosizl, budaya, dan olahraga vang aksesibel sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d antara lain:

= SR B L B

pelayanan pendidikan;

pelayvanan kesehatan;

kebudavaan;
laboratorium;

rumah amari;

tempat pengungsian,
pelayanan umum; dan

olah raga.
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Bangunan sedung khusus vang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e antara lain:

a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir; dan

b. instalasi pertahanan dan keamarian.

Pasal 89

Pemerintah  Kota mencantumkan  ketersediaan  fasilitas  aksesibilitas
Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan lzin
Mendirikan Bangunan;

Pemerintah Kota melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas
bagi Penvandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;

Audit terhadap ketersedinan lasilitas dksesibilitas bagl Penvandang Disabilitas
meritpakan syarat dalami permohonan dan perpanjangan izin penggunaan
bangunan;

Balam hal bangunan gedung sudah memenuli syarat audil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Kota melalui Dinas Tata Ruang dan
Bangunan wajib menerbitkan sertifikal aksesibilitas;

Pemerintah Kota menyusun mekanisme audit fasilitas aksesibilitas bagi
Penvandang Disabilitas;

Audit [asilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayal (5) wajib bekerja sama dengan organisasi Penyardang
Disabilitas yvang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas bangunan gedung;

Dinas Tata Ruang dan Bangunan wajib menerbitkan [zin Mendirikan
Bangunan bagi pemohon yang felah memiliki Sertilikat Aksesibilitas;

Perencanaan bangunan dan lingkungan fasilitas umum dan fasilitas sosial
wajib dilakukan oleh Perencana vang telah memiliki Sertifikat Kompetensi
Perencana yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kola
Makassar.

Pasal 90

Setinp pengelola bangunan gedung yang bertingkat menvediakan kit yang
aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;

Lift yang aksesibel bagi Penyandang Disabililas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memenuhi syaratl sebagai berikut:

a. disediakan dari lantai terendah sampai lantai tertinggl bangunan gedung;
b. mampu memuat kursi roda;

¢. dilengkapi dengan informasi andio dan visual sebagai petunjulk posisi lift;
d. dilengkapi dengan tanda braille pada tombol lift;
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e. letak tombol dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda setinggi 100 cm
dari lantai lilt; |

. dilengkapi dengan pegangan rambal yang berada di dua sisi setinggi 100
cm dari lantai lift; dan

g. dilengkapidengan jalur pemandu dan ubin peringatan di depan lift,

Pasal 91

Pengelola bangunan gedung menyediakan tangga yang aksesibel bagi
Penyandang Disabilitas;

Tangga vang aksesibel bagi Penyvardang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pacla ayat (1) dilengkapi dengan:
a. pegangan rambat vang ukurannys lebih panjang dari tangga;
pagar pengaman vang ukurannya lebih panjang dari tangga; dan
c. warna dan permukaan yang berbeda pada ujung tangea.

Pasal 92

Setiap pengelola bangunan gedung menyédiakan parkir khusus bagi

kendagraan yang difunakan oleh Penvandang Disabilitas;

Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan pintu lobi;

Parkir khusus sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan oleh
kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan kendaraan yang digunakan

oleh Penyandang Disabilitas,

Pasal 93
Pengelola bangunan gedung memperbolehkan kendarasn yang membawa
penumpang Penyandang Disabilitas untuk menurunkan penumpangnya di
pintu lob: utama;
Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan roda empat,
kendaraan roda dua, dan kendaraan yang digunakan oleh Penyandang
Disabilitas.

Pasal 94
Pengelola gedung menyediakan jalur pemandu dan ubin peringatan;

Pengelola bangunan gedung menyediakan akses masuk yang cukup untuk
dilewal kursi roda.

Pasal 95

Pengelola gedung menvediakan bidang miring (ramp) untuk menjangkau
permukaan lantal vang lebih tinggi;
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Bidang miring {ramp) yang dimaksud pada ayat (1] haros memenuhi syarat:

a, dibuat denpan derajal kemiringan 1:8 (satu banding delapan) untuk
bidang miring yang terletak di dalam gedung atau 1:12 (satu banding dua
belas) untuk bidang miring yang terletak di luar gedung;

h. permukaan bidang miring tidak liein;

c. setiap panjang 6 ([enam) meter pada bidang miring disediakan bordes vang
digunakan untuk pemberhentian sementara;

d. dilengkapi dengan pegangan rambat setinggi 80 cm; dan

e. lebar minimum 120 (seratus dua puluh) sentimeter.

Pasal 96

Pengelola bangunan gedung menyediakan tanda bahava dalam bentuk isyarat
lampu vang dilengkapi isyarat bunyi;

Pengelola bangunan gedung menvediakan jalur evakuasi yang aksesibel bagi
Penyandang Disabilitas;

Pengelola bangunan gedung menvediakan simbol taktual di pintu untuk
menandakan toilet laki-laki atau perempuan;

Penempatan simbol taktual schagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan
maksimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah;

Pengelola bangunan gedung dapat menvediakan tombol informasi;

Pengelola bangunan gedung menyediakan peta taktua! lokasi bangunan
gedungnva.

Pasal 97

Pengelola  bangunan gedung menvediakan toilet yang aksesibel bagi
Penyandang Disabililas;

Toilet vang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas harus memenuhi syarat:
mempunyvai ruang gerak yang cukup bagi pengguna kursi roda;
menggunakan pintu geser,

dilengkapi kloset duduk;

dilengkapi dengan tempat cucl tangan vang rendah; dan

dilengkap: dengan pegangan rambat dekal dengan kloset.

o R0 ED

Pasal 98

Setiap pengelola hotel menyvediakan kamar yang aksesibe! bagi Penyandang
Disabilitas;

Kamar hetel yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain:

a. ditempatkan di lantai dasar atau terdekat dengan lift;

b. letak peralatan mandi dapat dijangkau olel pengguna kursi roda;

¢. perbedaan tinggi permukaan lantai maksimal 2 (dua) sentimeter; dan
d. bel pintu kamar dilengkapi dengan tanda isvarat lampu.
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Pasal 99

Pemerintah Kota memenuhi aksesibilitas di bangunan rumah tinggal tingeal
wajib jika dihuni oleh Penyandang Disabilitas;

Pemerintal Kota memberikan subsidi untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas
di bangunan rumah tinggal tunggal.

Paragraf 3
Jalan Umum

Pasal 100

Aksesibilitus pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 pada ayat
(2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

Akses ke, dan dan jalan umum berupa padestrian dan ramp;

Akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestrian dan ramp,
Jembalan penyeberangan;

Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

Tempat parkir dan naik turun penumpang;

Tempat pemberhentian kendaraan umum,

Tanda - tanda / rambu — rambu dan/atau marka jalan;

ST e QTR
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. Trotoar bagi pejalan kaki / pemakai kursi roda; dan

Terowvmgan penveberangan.

Pasal 101

Pemerintah Kota menyediakan jalur pejalan kaki yang aksesibel bagi
Penyandang Disabilitas;

Jalur pejalan kaki yang aksesibel sebagaimana dirnaksud pada avat. (1):

B.

b

C
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dilengkapi dengan jalur pemandu dan ubin peringatan yang diletakkan
ditengah jalur pejalan kaki; |

tidak ada penghalang ditengah jalur pejalan kaki yang menghambat
mobilitas Penyandang Disabilitas;

permukaan harus stabil, kuat, tahan cuaéa, dan bertekstur halus tetapi
tidak licing;

seliap potongan jalur pejalan kaki menggunakan bidang miring yvang
landai; N

dilengkapi drainase yang amari;

dilengkapi tepi pengaman pada jalur pejalan kaki; dan

dilengkap pengaman terhadup lubang besar, selokan, atau tepian lantai
yang mencorok.

Pasal 102

Pemerintah Kota menyediakan tempal penyeberangan vang aksesibel bagi
Penyandang Disabilitas untuk menyeberang jalan;

Tempal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhi
syaral:

a.
b.

tidak diletakan di tukungan jalan;
dilengkapl dengan tanda isyarat lampt dan isyarat bunw;

5l



e tidak melintasi pembatas jalan dengan tinggi permukaan vang berbeda;
dan

d. apabila ada perbedaan tingel permmukaan harus dibpat dalam bidang
miring yang landai.

Paragraf 4
Pertamanan dan Pemakaman Umum

Pasal 103

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan;

.

b

o e Ao

(1)

(2)

(1)

Tarida - tanda atau signage;

Akses ke, dari dan didalam pertaman dan pemakaman umuun  berupa
pedestrian dan ramip:

Tempat parlar dan tempat turun naik penumpatg,

Handrail;

Tempat duduk /istirahat;

Tempatl minum;

Tempat telepon; dan

Toilet.

Pasal 104

Pemierintah menyediakan [asilitas umum lingkungan dan Ttaman y&Eng
aksesibel bagi Penyandang Disabililas;

Taman vang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
fasililas jalur pejalan kaki dan kursi roda.

Paragraf 5
Angkutan umum

Pasal 105

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
aval (2) huruf d dilaksanakan dengan menvediakan:

Sarana lransportasi atau angkutan umum yang aksesibel;

Stasiun dan halte angkutan umum yang aksesibel;

Tangea naik / turun;

Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa pedestrian
dan ramp;

Tempat parkir dan tempal lurun penumpang;

Handrail;

Tempat duduk / istirahat;

. Tailet; dan

Tanda - tanda atau signage.

2.0 &8

SR e

Pemerintalh  kota wajib mendorong pengusaha angkiitan umum  atan
perusahaan angkutan umum milik pemerintah untuk menyediakan angkutan
umum yang aksesibel bagl penyvandang disabilitas;

Pemerintah kota wajib menyediakan fasilitas pemberhentian / halle kendaraan
umum  yang memudahkan penvandang disabilitas dalam memanfaatican
kendardan umumn,



(1)

(<)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Pasal 106

Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus, dan halte bus wsjib
menyediakan peta jalur kereta atau bus;

Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus, dan halte bus membuat
peron sejajar dengan lantal kereta api atau bus,

Dalam hal peron dan lantai kercta api tidak scjajar, pengelola bangunan
gedung stasiun wajlb menyediakan bidang miring (ramp);

Bidang miring (ramp) vang dimaksud pada avat (3) dapat bersifat perménen
atau vang dapat dipindahkan.

Paragraf 6
Sarana I{an_gnmaﬂn

Pasal 107

Aksesibilitas pada sarana keapamaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayvat (2) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

a. Akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan berupa pedestrian dan
rAmp;

Pintu, rangga;

Tempat parkir;

Tempat dudulk/istirahal;

Handrail;

Toilet;

Tempat minurt;

Tempat telepon;

Peringatan darurat; dan

Tanda-tanda atau signage.

=
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Sarana keagamaan yanpg aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

klenteng; dan
bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.

a. masjid termasuk mushola,
b, gereja termasuk kapel;

C. pura;

d. vihara;

.

f.

Paragraf 7
Sarana Pendidikan

Pasal 108

Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

avat (2] hurufl [ dilaksanakan dengan menyedialkar:

a.  Akses ke, dari dan di dalam sarana pendidikan berupa pedestrian dan
ramp;

b. Pintu, Langpa ;

c. Ruang belajar;

d. Tempat duduk/istirahat;

e. Handrail;

. Toilet;



g. Tempat minum;
h. Tempal telepor;
i.  Peringatan darurat; dan
j.  Tanda-tanda alau signage.
(2) Sarana pendidikan yarig aksesibel scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:
a. Sekolah PAUD;
b, Sekolah Taman Kanak-Kanak;
c. Sekolalh Dasar dan Madrasah |btidaiyaly;
d. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawivah;
£.  Sckolah Menengah Atas dan Madrasah Alivah;
.  Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta; dan
g. Sarana bangunan dan lingkungan lain yang digunakan untuk

[1)

(2)

pendidikan.

Aksesibililas pada sarana ketenagakerjpan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat [2) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan:

a.

el il o T S = R o B o

Akses ke, dari dan di dalam sarana ketenagakerjaan berupa pedestrian
dan ramp;

Tempat parkir,

Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
Tempal duduk/istirahat;

Handrail;

Toilet;

Tempat minum;

Tempat telepon;

Peringatan darurat; dan

Tanda-tanda atau signage,

Sarana ketenagakerjaan vang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

SET PR e A o

=5

gl

Kantor Pemermtah dan Swasta;
Kantor administrasi Pabrik;
Pabrik;

Hotel;

Penginapan;

Reslaurant;

Cafe;

Showroom Maohil!
Showroom Motor;
Showroom Meubelair;
Pasar;

Toko;

Mall atau Super Market;

Mini Market;

Bank; dan |
Sarana bangunan dan lingkungan lain yang digunakan untuk tempat
bekerja.

=3 3



Paragraf 9
Sarana Kesehatan

Pasal 110

[1) Aksesibilitas pada sarandg kesehatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan menyediakan:
4. Alses ke, dart dan di dalam sarana kesehatan berupa pedssirian dan

rami;

Tempat parkir;

Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;

Tempat duduk/istirahat;

Kursi Roda;

Handrail;

Toilet;

Tempat minunm;

Tempat telepon;

Counter informasi dan registrasi;

Peringatan dargrat; dan

Tanda-tanda atau signage.

TR on e o

(3) Sarana kesehatan yvang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) antara
lain:

Apotek; dan
Sarana bangunan dan lingkungan lain yarig digunakan untuk pelayanan
keschatan.

g, Rumah Salkit;

b. Rumah Sakit Bersalin;

e, Pusal Kesehatan Masyarakat;
d. Poliklinik;

e. Laboratorium;

f.

ga.

Paragraf 10
Sarana Pemukiman

Pasal 111
Aksesibilitas pada sarana pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada
ayat (2} buraf i dilaksanakan dengan menyediakan:
a. Akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan ramp;
b. Jalur penyeberangan bag pejalan kaki;
c. Tanda - tanda / rambu — rambu dan/atau marka jalan;
d. Trotoar bagi pejalan kaki / pemakai kursi roda; dan
Pasal 112

(1) Permukiman yvang dimaksud dalam baglan ini meliputi wilayah bhunian,
termasuk fasilitas umum vang ada di dalamnya;

(2) Permukiman tidak termasuk bangunan gedting.
Pasal 113

(1) Pemermtah Kota miemastikan selurub permukiman yang dibangun oleh
pengembang memililka aksesibilitas bagi Penyandang Disabililas;
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(2

(3

(1)

{2)

(1)

Pengembang sebagaimann dimaksud dalam ayat (1) termasuk pihak swasta
dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

Pemukiman yang memiliki aksesibilitas sebagaimana dirmaksud pada ayat (1)
merujuk kepada pengaturan dalam undang-undang ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Publik

Pasal 114

Pemerintah Kota menyediakan pelayanan publik vang aksesibel bagi bahwa
Penvandang Disalbilitas;

Pelayanan publilk vang aksesibel scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
termasuk yang diselenggarakan oleh Pemermtlah atau swasta;

Penyediaan pelayvanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan atas dasar Kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang
Disahilitas dan langgap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 115
Pemerintal Kota menyebarluaskan dan mensosialisasikan pelayanan publik
vang aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) kepada
Penyandang Disabilitas dén masyarakat;

Penvelenggara pelayanan publik wajib mengadakan panduan pelayanan publik
yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;

Panduan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penvandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] wajib disosialisasikan kepada petugas
penvelengegara pelavanan publik.

Pasal 116

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang
aksesibel bagi Penyandang Disalilitas wajib menvediakan anlara lair:

Booe e

pendampingan, fasilitasi, dan asistensi;

peminjaman kursi roda;

penyediaan loket kltusus bagi penvandang disabilitas vang aksesibel;
mendahulukan penvandang disabilitas dan penigguna lavanan lainnys, dan
menempatkan pelavanan publik di lantai dasar atau di tempal lain yang
aksesibel.

Pasal 117

Loket yang aksesiliel sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 116 huruf ¢ antara

lairy

tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan Penyandang
Disabilitas yang mengakses layanan,

menggunakan meja layanan dengan tinggl maksimal 80 (delapan puluh)
sentimeter;

menyvediakan kursi; dan

informasi pemanggilan antrian disampadikan dalam bentuk audio dan tulisan.

a.

b.

=
d.

53



(1)

(2)

(L)

(2]

(1)

(2)

(1)

(2]

Pasal 118

Penyelenggara pelayanan  publik yvang memanfaatkan telknologi, wajib
menyediakan teknologi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;

Teknolog) vang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan [asilitas:

a, audio;

b. tanda taktual:

c. huruf braille, dan

d. wvisual,

Bagian Ketujuh
Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1
Informasi
Pasal 119

Setiap penyandang disabilitas berhak mengakses informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan vang berlalku;

Pemnerintah Kota menyediakan akses bagl penvandang disabilitas untuk
memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 120
Pemerintah Kota menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas;

Informasi bagli penvandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi antara lain media dalam betitule Braille, audio, dan visual.

Pasal 121

Pemerintah Kota menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau
dan dipahami sesual dengan keragaman disabilitas dan kondisi lempat

tinggalnya;

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepatl wakm
dan tanpa biaya tambahiari.

Pasal 122
Pemerintah Kota membuat regulasi tentang pelayanan informasi publik
melalui  internet, media audio visual yang aksesibel bagi Penyvandang

Disabilitas;

Pemerintah Kota melakukan sosialisasi pelayanan informasi publik yang
aksesibel bagl Penyandang Disabilitas;



(3)

()

(3)

(1)

(2)

(1]

(2)

(1)

{2

(1)

Pelayanan informasi publik melalui internet vang aksesibel bagi Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
standar desain aksesibilitas halaman website vange aksesibel bagi seluruh jemis
Penvandang Disabilitas;

Pelayanan mformasi publik melalui media audip visual yang aksesibel bagi
Penyandung Disabilitas sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan menycdiakan antara lamn penerjemah Bisindo atau SIBI dan teks
berjalan;

Dalam hal penyedisan penerjemah bahasa isyarat, Pemerintah Kota harus

berkonsuliasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas khusus Tuna Rungu.
Pasal 123

Dalam upaya menyediakan akses informasi dalam bentuk media cetak dan

audio terhadap Penvandang Disabilitas, Perpustakaan Dacrah wajib:

a. membangun sistem dalam pengadaan dan distribusi media cetak dengan
menggunakan hurul braille atau audio;

b,  mencantumkan persyvaratan kopada pencrbil untuk menveralikan salinan
lunak buku yang akan diterbitkan sebapal syarat guna mendapatkan
nomor identifikasi standar buku nasional.

Perpustakaan Daerah dapat beKerja sama dengan pihak Pemerintah maupun
swasta dalam hal pengadaan dan dislribusi media informasi versi braille, large
print, audio, dan visual,

Pasal 124

Pemerintah Kata memberlakukan peraluran pengecualian hak kekayaan
intelektual suatu karva yang dialihbentukan agar dapat diakses oleh
Penyandang Disabilitas;

Alih bentuk vang dimaksud dalam ayat (1) termasuk renjadi bentuk huaruf
braille, large print,audio, dan replika.

Pasal 125

Pemerintah Kota melaksanakan penelitian, pengembangan, penyediaan dan
penggunaan teknologi baru vang aksesibel bagi Penyandang Disabllitas secara
berkelanjutan;

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
teknolog! informas: dan komunikasi, peralatan dan teknologl bantu vang cocok
untuk penyandang disabilitas dengan biaya yvang terjangkau,

Pasal 126

Pemerintah Kota membentuk pusat pelayanan Penyandang Disabilitas untuk

menyediakan fasilitas yang melipuli: -

a. alat bantu kemandirian  sesual dengan  kebutuhan Penyandang
Disabilitas;



(2]

(1)

(2]

(1]

(2]

(1)
(2]

b. informasi dan rujukan yang berkaitan dengan pelayanan Penyandang
Disabilitas; dan

c. penerjemah  bahasa isyarat dan pendamping untuk kebutuhan
Penyandang Disabilitas,

Informasi sebagaimana dimaksud pada aval (1) termasuk tentang fasilitas
layanan yang lersedia di wilavahnva, yang meliputi:

a. pekerjaan;

b. tempat rchabilitasi;

c. pendidikan;

d. kesehatan;

e. organisasi Penyandang Disabilitas;

[. bantuan hukuam;

g. olahraga;

h, panwisata; dan

1, bidang lainnva vyang berkaitan dengan kebutuhan Penyandang

Disabilitas.

Paragraf 2
Komunikasi
Pasal 127

Pemerinlah Kota menjamin penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan

berpendapat bagi Penvandang Disabilitas.

Pemerintah Kota menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk mermilih bentuk
komunikasi dalam berskspresi dan berpendapat.

Pasal 128
Pemerintah Kota mengalui, menerima, dan memfasilitas) komunikasi dengan
menggunakan cara tertentu, termasuk bahasa isyaral, bahasa isyarat raba,

hurul braille, large print, audio, visual, atau komunikasi augmentatf atas
dasar keselaraan dengan yang lainnya;

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentuy sebagaimana dimaksud pada
aval (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentik lainnva vang dapat dijangkau
sesual dengan pilihan Penvandang Disabilitas dalam interaksi resmi,

Pasal 129
Pemerintah Kota mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat;

Bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) berupa Bahasa Isyarat
Indonesia ( BISINDO ) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (STBI).

Pasal 130

Pemerintah Kota dalam upava mengakui dan memajukan Bisindo wajib:

.

o poo

memasukkan Bisindo dalam kurlkulum pehdidikan luar biasa atau
pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas;

mensosialisasikan kamus Bisindo;

menyediakan versi Bisindo di setiap forum resmi kenegaraan;
memajukan pengembangan Bisindo; dan

mendorong penggunaan Bisindo dalam setiap forum publik.
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(1)
(2)

(3)

(%

(V)

(8)

(9)

Pasal 131
Pemerintah Kota membangun sistem sertifikasi bagi penerjemah Bisindo;

Sistem scrtifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses
seleksi, pelatihan, dan kode etik bagl penerjemah Bisindo,

Pemerintah Kota bekerja sama dengan organisasi disabilitas yang bergerak di
bidang pengembangan Bisindo dalam meldaksanakan sistem sertifikasi
penerjemah Bisindo;

Semud lasilltas umum dan [asilitas sosial seperti bandara, terminal, angkutan
carat, pelabuban dan mmah sakit -menyediakan fasilitas Informasi Audio
visual;

Fasilitas Informasi Audio Visual sebagaimana dimaksud avat (1) berupa runing
lext dan lamipu isvarat untuk tuna rungu;

Pemerintah Kota melaluil Dinas terkait memberikan ruang kepada penyandang
disabilitas untuk melakukan ckspresi di media cetak dan elekironik, termasuk
talkshow;

Seluruh Dinas terkait masing-masing menyediakan Website vang aksesibel
bagi Penyandang Disabilitas;

Pemerintah Kota melalui Dinas terkait membuat data tentang Penyandang
Disabilitas untuk di informasi kepada publik;

Pemerintah Kota melalui Dinas terkait menyediakan media center.

Pasal 132

Segala bentuk layanan Komunikasi dan Informasi yang diatur dalam Pasal 127
sampal dengan Pasal 131 ini juga berlaku bagi measyarakat dan swasta,

(1)

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 133

Pembiayaan peényelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas bersumber dari

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) ; dan

c. Sumber lain vang sah sesusdi deéngan Ketenfuan peraturan perundang-
uridangsan.

1)



 BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

(1) Hal hal vang belim cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

12) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang
mengatur hal yang sama selama tidak bertentangan dengan Peraturan
Walikota ini dinyatakan tetap berlaku;

Pasal 135
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota i dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Oktober 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH, RAMDHAN POMANTQ

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

IBRAHIM SALEH
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAHASSAR,

St -

BT MANALI SOPHIAN. SH.. MH

Fan |.g]-|:1|| i Pembinag Tingkat |
M I P 1T 105249, 198503, 1,000
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan
pembangunan, vang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanasn konstruksi
serta pemanfaalan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semus
orang dengan mengutamakan semua orang termasuk perivandang disabilitas
dan lansia.

Tujuan dan penyvusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan
kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran
penyandang disabilitas dan lansia diperlukan sarana dan upava yvang memagdai,
terpadu/inklusil dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapal
kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia,

B. ASAS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

1. Keselamatan, vaitu setiap banguman vang bersifai umum dalam suatu
lingkungan terbangun, harus memperhatikan kesclamatan bagi semua
orang.

2. Kemudahan, vaitu setisp orang dapat mencapai scmua lempat atau
bangunan yang bersifat urmum ddlam suatu lingkungan.

3. Kegunaan, vaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat
atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapal, masuk dan
mempergunakan semua tempat atau bangufian vang bersifat umum dalam
suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

C. PENERAPAN PEDOMAN
1. Lingkup

Peraturan Walikota ini menetapkan pedoman tekmis fasilitas dan aksesibilitas,
yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan
penghijauan yang dikunjungi dan digunakan oleh semua orang termasuk
penyandang disabilitas dan lansia.

Bangunan gedung yang dimaksudkan dalam Peraturan Walikota adalah semua
bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang
dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi sclain
sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin
digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia

2. Jenis Bangunan gedung

Jenis bangunan gedung vang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah
bangunan yang berfurigsi sebagai:

4. Bangunan gedung fungsi hunian, melipulii rumal susun, rumah [at,
asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dli;

b. Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, wihara,
dan kelenteng serta bangunan keagamaan lainnya,

o2



¢. Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos,
bank, gedung pelavanan umum lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik
perindustrian, perhdtelan, wisala dan rckreasi, restoran, terminal, bandara,
pelabuhan laut, stasiun keresta api;

d. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan untuk
pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan,
laboratorium, bioskop, tempal pertunjukan, gedung konferensi;

e. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor
nuklir, instalasi pertahanan dan kecamanan;

[, Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman
umum dan ruang publik lainnya.

3. Fasilitas umum lingkungan (Ruang terbuka dan penghijananj)

g. Ruang terbuka aktif: setiap ruang terbuka vang diperuntukkan untuk
umum sebagai tempal interaksi sosial, harus memenuhi pedoman teknis
aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini;

b. Ruang terbuka pasif : sctiup ruang terbuka yang terjadi dan hasil
perencanaan bangunan secara terpadu scharusnya memenuhi seluruh
pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan.

4, Penerapan

a. Penerapan Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan sebagai berikut:

i. Bangunan gedung yang telah ada:

Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung yang Lelah
ada wajib memenuhi pedoman teknis [asilitas dan aksesibilitas secara
bertahap yang diatur oleh pemerintah daerali, minimal pada lantal dasar,
terkecouali pada bangunan gedung pelavanan kesehatan, bangunan gedung
pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua lantai

bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan
aksesibilitas.

ii. Bangunan gedung yang akan dibangun:

Setiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh
pedoman teknis fasilitas dan aksesibihtas yvang ditetapkan dalam pedoman
ini.

iii. Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan:

Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan
bangunan yang menyebabkan perubah:an, baik pada fungsi maupun luas
bangunan, maka pada bagian bangunan vang berubah harus memenuhi
semua pedoman yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang
tetap, diharuskan memenuhi pedoman sesuai ketentuan butir i.

iv. Bangunan gedung yang dilindungi:

Bangunan gedung vang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi
pedoman teknis aksesibiltas, dengan tetap mengikuti pedoman duan standar
teknis pelestarian bangunan yvang berlaku.
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v. Bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat:

Bangunan sementara, vang didirikan tidak dengan konstruksi perimanen tapi
dimaksudhan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama
lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan
aksesibilitas.

b. Penerapan Tidak Wajib.
Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib bagi bangunan sebagal berikut:

a. Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli vangberkompeten
dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan
aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan,
kondisi sistem struktur dan kondisi lainhiva vang spesifik.

b. Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakal umum dan hanya
digunakan dalam waktu lerbatas.

¢. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan
secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti
perancah, gudang material dan direksi keet.,

Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara
tetap dalam waktu yvang lama, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan
merangkak, gang vang sempit; atau ruang lif barang, dan bagi ruang ruang yang
hanya dapal dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan
pemelihargan dan perawatan bungunan.

S. Prinsip Penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis
fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip pencrapan sebagai berikut:

a. Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan linglkungan di
luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.

b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan
semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:

1. Ukuran dasar ruang/ ruarig lantai bebas;
i, Pintug

il. Ram;

iv. Tangga;

v, Lilt;

vi. Lift Tangga (stairway lift);

vii. Toilet;

viii, Pancuran;

i%. Wastafel;

X. Telepon;

xi. Perabot;

xii. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
xiii, Rambu dan Marka.

c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus meinperhatikan
pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:

i. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas;
ii. Jalur pedestrian;

iil. Jalur pemandu;

iv. Area parkir;
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v. Ram.,
vi, Rambu dan Marka;
d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan
pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
i. Ukuran dasar ruang / ruang lantal bebas;
n. Jalur pedestrian;
ii. Jalur pemandu;
iv. Arca parkar;
v. Ram;
vi. Rambu dan Marka.

BAB Il
PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

UKURAN DASAR RUANG

1. Esensi

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) yang mengacu
kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan
ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakannya.

2. Persyaratan

a. Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mmperhatikan fungsi
bangunan, bangunan dengan fungsi yang memungkinkan digunakan
oleh orang banyak secara sekaligus, seperti balai pertemuan, bioskop,
dsb, Harus menggunakan ukuran dasar maksimum.

b. Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam
pedoman ini, dapat ditambah atau dikurangl sepanjang asas-asas
aksesibilitas dapat tercapai.

A JANGEALIAM I-CEMFIMG_¢_ B JANGKALIAN KE HFM,\:)_

Gambar A-l.
RUANG CERAK BACT PEMAEAL TKRUK"
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JANGKAUAN MAKSIMAL KE DEPAN
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B. JALUR PEDESTRIAN

1.

Esensi

Jalur vang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi
penyandang disabilitas, yang dirancang berdasarkan kcbutuhan orang
untuk bergerak aman, nyaman dan tak terhalang.

Persyaratan

a.

Permukaan

Permukaan jalan harus tebal, kuat dan tahan cuaca, bertekstur halus
tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada
permukaan, kalaupun terpaksa ada, tingginya harus udak lebih dari
1,25 cm, Apabila menggunakan karpet, maka ujungnya harus
kencang dan mempunval 1rim YAng permanen.

Kemiringan
Kemiringan maksimum 7° dan pada setiap jarak 6 m disarankan
terdapat perhientian untuk istirahat.

Area Istirahat
Terutama digunakan untuk membantu pengeguna jalan penyandang
disapilitas.

Pencahayaan
Berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas pemakaian,
tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan.
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Perawatan
Dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Draenase
Dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal
1,5 em., mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan cari
tepl ramp.

Ukuran

Lebar umum jalur pedestrian adalah 120 em untuk jalur searah dan
160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dar pohon,
tiang rambu-rambu dan benda-benda pelengkap jalan  yang
menghalang.

Tiang Pengaman

Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke
arah areca vang berbahava. Tepi pengaman dibuat selinggl mimmum
10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar
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Perm_kasn hamis rata

Gambar 8-3.
BANGKU ISTIRAHAT
C.

JALUR PEMANDU

Esensi

Jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan
memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

Persyaratan
g, Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah
perjalanan.

b. Tekstur ubin peringatan terhadap adanya perubahan situas:
disekitarnva.

¢, Daerah-daerah vang harus menggunakan ubin tekstur pemandu

(guiding blocks) :

i. Didepan jalur lalu lintas kendaraan

ii. Didepan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas
persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai,

iii, Dipintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau
ares penuImpHang.

iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan bangunan.

v. Pada pemandu arah dan fasilitas umum ke stasiun transportasi
umum terdekalt.



d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrign yang
telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting,
sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan
tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatari,

e. Untuk memberikan perbedaan warma antara ubin pemandu dengan
ubin lainnya, maka ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau
jingga.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar
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D. AREA PARKIR

1. Esensi

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh
penyandang disabilitas, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk
naik turun kursi roda, dari pada tempat parkir yang biasa. Sedangkan
daerah untuk menaik turunkan kursi penumpang (Passenger-Loading
Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang
disabilitas, untuk naik atau turun dari kendaraan.

2. Persyaratan
a. Fasilitas parkir kendaraan :

'I-I

1.

111

v,

Tempatl parkir penyandang disabilitas terletak pada rute terdekat
menuju bangunan / fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum
60 meter.

Jika tempat parkir tdak berhubungan langsung dengan
bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka
lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin
dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian.

Area parkir harus cukup mempunyal ruang bebas di sekitarnya
schingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan
keluar dari kendaraannya,

Area parkir khusus penyandang disabilitas ditandai dengan
simbol/tanda parkir penyancdang disabilitas yang berlaku.

Pada lot parkir penyandang disabilitas disediakan ramp trotoir d
kedua sisi kendaraan,

Ruang parkir mempunyai lebar 370 em untuk parkir tunggal atau
620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubugkan dengan ramp
dan jalan menuju [asilitas-fasilitas lainnya.
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b. Daerah menaik-turunkan penumpang :

L. Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan
atau jalur lalu lintas sibuk adalah 360 em dan dengan panjang
minimal 600 em.

ii. Dilengkapl dengan fasilitas ramp, jalur pedestrian dan rambu
penyandang disabilitas,

iii. Kemiringan maksimal 5% dengan permukaan yang rata di semua
bagian,

. Diben rambu penyandang disabilitas yang biasa digunakan untuk
mempermudah dan membedakan dengan [asilitas serupa bagi
umum.

¢. Tabel jumlah parkir yang aksesibel vang harus disediakan pada setiap
pelataran parkir umum :

JUMLAH TEMPAT JUMLAH TEMPAT
PARKIR YANG PARKIR
TESEDIA YANG AKSESIBEL
1-25 |
26 -50 | 2
51 75 3
76 - 100 4
101 =130 S
151 =200 | 6
201 - 300 T
301 —400 8
401 - 500 9
501 - 1000 2% dan total
1001 - dst ' 20, + 1 untuk setiap ratusan
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3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar
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E. PINTU

1. Esensi

Pintu adalash bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang
merupakan tempat untuk masuk dan keluar yang pada umumnya
dilengkapi dengan penutup {(daun pintu).

2. Persyaratan

a. Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh
penyandang disabilitas.

b. Pintu keluar/ masuk utama memiliki leb ar bukaan minimal 90 em, dan
pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80
cm.

c. Di daerah sekitar masuk sedapat mungkin dihindari adanya ramp atau
perbedaan ketinggian lantai,

d. Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan :

i.  Pintu geser

ii. Pintu vang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup.

iil. Pintu dengan dua daun pintu yvang berukuran kecil,

iv. Pintu yang terbuka kekedua arah (“dorong” dan “tarik”)

v. Pintu dengan bentuk pengangan vang sulit dioperasikan
terutama bag! tuna netra.

¢. Penggunaan pintu otomatis diutemakan yang peka terhadap bahaya
kebakaran., Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam
waktiu lebih cepat dari 5 detik dan mudah untuk menutup kemball.

[. Hindari penggunaan bahan lantai yang licin disekitar pintil.

g. Alat-alat penutup pintu otomatis periu dipasang agar pintu dapat
menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat
membahayakan penyandang disabilitas.

h. Plat tendang vang diletakkan di bagian bawah pintu diperiukan bagi
pengguna kursi roda.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar
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F. RAMP

Gambar E-5.
PINTU MASUK/KELUAR SUPERMARKET

1. Esensi

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan
lertenty, sebagai alternatif bagl orang yang tidak dapat menggunakan
tangga.

2. Persyaratan-persyaratan

ﬂi

Kemiringan suatu ramp dari dalam bangunan tidak boleh melebihi 79,
perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran
ramp {curb ramps/landing). Sedangkan kemiringan suatu ramp yvang
ada diluar bangunan maksimum 69,

b. Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 79) tidak boleh

lebih dari 900 em. Panjang ramp dengan kemiringan yvang lebih rendah
dapat lebih panjang.

Lebar minimum dari ramp adalah 95 em tanpa tepi péngaman, dan
120 cm dengan lepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan
ekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan anglkutan barang harus
dipertimbangkan secarn seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa
dipakai untuk kedua lungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp
dengan fungsi sendiri-sendiri.
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d. Muka datar [bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus
bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk
memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.

e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus mmemiliki
tikstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.

. Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 em, dirancang untuk
menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari
jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan
umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidalk
mengganggu jalan umum,

g. Ramp harus diterangi denigan pencahayaan yvang cukup sehingga
membantu  penggunaan ramp  saat  malam  hari.  Pencahayaan
disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian
terhadap muka tanah sekitarnya dan  bagian-bagian yang
membahayakan,

h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (hindarn) vang
dijamin kekualannya dengan ketinggian yang sesuai.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

4= Min 120cm Min 160cm

— oo =t <

nnnnnn

MUKA DATAR DVATAS

" MUKA DATAR (BORDES)
UNTUK SETIAP BELDKAN

- —  PEGANGAN RAMBATAM

m;

- MUKA DATAR PADA SETIAP
LANDAIAN MAK SIMAL 8002m

Min 120

'.f

 KEMIRINGAN MAKS 6
(DILUAR BANGUNAN)
MAKS 7 DALAM BANGUNAN

Max 000em

T MUKA DATAR O BAWAH

—— LEBAR MIN 120 cm DG TEPI PENGAMAN

Cambar £.1.
TIPIKAL RAMP
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1 @ur =1206m

2 jalur = 190cm
gl 1 jalur = 120 em
] 2 jalur = 190em
| | ST A ==
Max 900am 'I -. 1
i -
_ Mi 120:111
Min 120am =
Jm Max 900am
Max 500 ;
* Min 120dm
Min 120em t
= | (Max 900qm _ |
Min 120cm
LANDAIAN MENERUS & LANDAIAN BERBELOK &
in 120em
tin 120¢
1 jglur = 120 em i
ey 2 JENr=19C0CM = ~HLandaian 30cm
(S [ i Min 120am lebih lebat
i b + dibandingkan
Win:1200m | lebar pintu
[ Max 900ch
Max Eﬂﬂn{m 1" -
b o Min 120dm
Min 120 A
‘IF: | jghur = 120 em
. 2 jalur = 190em
LANDAIAN BERBALIK Asw::} LANDAIAN KE ARAH HH‘%_
Gambar F-2

BENTUK-BENTUK RAMP

&



Min120 am

3

Cambar F-3.
KEMIRINGAN RAMP

Puglngan untuk
w orang dawasa
—— et~ P@gANgAN
1‘ untuk snak-anak

.- Keminngan
maksimal 6 (luar bangunan)
~ maksimal 7° (datam bangunan)
‘Permukaan kasar
tidak mudsh licin

CGambar F-4.
HANDRAIL

RS

Hmmn-;nm 25 ) Kaminngan max 2.5

Gambar F-5.
KEMIRINGAN SISI LEBAR RAMP
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muka dat
s

PINTU DEPAN KE LUA%}

PINTU ANTARA KE DALAM :

Gsmbar F-6,
PINTU DIUJUNG RAMP
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Muka datan

120cm

ARAH PERJALANAN

ARAH PERJALANAN = EPUTAR SUC :

Gambar F-7.
LETAK RAMP UNTUK TROTOAR

POTONGAN A-&_¢_

GCambar F-8.
DETAIL RAMP PADA TROTOAR
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BENTUK RAMP YANG
DIREKOMENDASIKAN

G. TANGGA

1"

Esensi

Fasilitas  bagi  pergerakan  vertikal dan  dirancang  dengan
mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan
lebar yang memadai.

Persyaratan

a. Harus memiliki dimmensi pijakan vang berukuran seragam.

b. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 609,

¢. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang vang dapat membahayakan
pengguna tangega

d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada
salah satu sisl tangga.

e. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-80 em
dari lantai, bebas dari clemen konstruksi yang mengganggu, dan
bagian wjungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik kearah
lantai, dinding atau tiang.
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f. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-
ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.

g. Untuk tangga yang terletak diluar bangunan, harus dirancang sehingga
udak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

Mn 30 cm

Gambar G-1.
TIPIKAL TANGGA

G



Handrail

L Handrail

===

—— — Handrall

Gambar G-2.
HANDRAIL PADA TANGGA



Nosirg anti

A DESAIN YANG DIREKOMENDASI
Mak 4cm BERBAHAYA UTK KAK!
MRy ——
{—
BERBAHAYA UTK KAKI
B, DESAIN YANG DIIJINKAN E:] C. DESAIN YANG TIDAK DIJINKAN
Gambar G-3.

DESAIN PROFIL TANGGA

P8



b0
i ) 4

PROFIL FANDIRAIL YANG BAIK : BROEIL HAMDRAILYANG T11IUAK BAIK :

Gambar G4
DETAIL HANDRAIL TANGGA

8 am 5 m-’

.

s

g

2

v
HANDRAIL UNTUK DINDING TINGG! : HANDRAIL UNTUK DINDING RENDAH :
Gambar G-5.
DETAIL HANDRAIL PADA DINDING
(PEGANGAN RAMBAT)
H. LIFT
1. Esensi

Lift adalah alat mekanis-elektris untuk membantu pergerakan vertikal
didalam bangunan, baik yang digunakan, baik yang digunakan khusus
bag penyandang disabililas maupun vang merangkap sebagai lift barang,
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2. Persyaratan-persyaratan

a. Untuk bangunan lebih dari 2 lantal, paling ndak satu buah lift yang
aksesibel harus terdapat pada jalur aksesibel dan memenuhi standar
tekris yang berlaku.

b. Toleransi perbedaan mulka lantai bangunan dengan muka lantai
ruang lift maksimum 1,25 mm.

c. Kuridurflubhy lift

L

.

L.

V.

V1.

Ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatapgan
lift, sekaligus mewadahi penumpang yang baru keluar dari lift,
harus disediakan, Lebar ruangan ini minimal 185 em, dan
lergantung pada konfigurasi ruang yang ada.

Perletakan tombol yang layar tampilan yang mudah dilihat dan
dijangkau.

Panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di tengah-
tengeh ruang lobby atau hall lift dengan ketinggian 90-110 cm
dari muka lantai bangunan,

Panel dalam dari tombol lift dipasang dengan kelinggian 90-120
em dari dari muka lantal ruang lift.

Sermnua tambol pada panel harus dilengkapi dengah panel hurnf
Braille, yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.
Selain terdapat indikator suara, layar/tampilan yang secara visual
menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan
diatas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (hall/Koridor).

d.Runnngfl:

i,

Ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda,
mulai dari masuk melewati pintu [1f, gerakan memutar,
menjangkau panel tombol dan keluar keluar melewati pintu lift,
Ukuran bersih minimal rusng lift adalah 140 cm x 140 cm.
Ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrall)
menerus pada keliga sisinya.

e, Pintuhﬂ:

il.

Waktu minimum bagi pintu Iift untuk tetap terbuka karena
menjawab panggilan adalah 3 detik.

Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian
rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagl penyandang
disabilitas terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah.
Untuk itu hift harus dilengkapt dengun sensor photo-electrnic vang
dipasang pada ketinggian yang sesuail.
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3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

140cm

LEBAR YANG DIREKOMENDASIKAN :

Min ‘_Hﬂcm .

bs

LEBAR MINIMUM YANG DILINKAN

s

..Mn18am

WSTWHMUEE

Gambar H-1.
KORIDOR/LOBBY/HALL LIFT
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120cm dari lantai

«

110cm dan lamtsi

hdikator bersuars

m' urttk funa metra
_Indikator ketinggian Lintal
J’,f yang dapal diraba
Panet konirsd
- " :.-J;ir-:lrta g katiga
r —E -E:n!-m bukaftuiup piniy
= e I 1=L E
i d: :
: > il - =t—Llriding tah=n banhuran
Camibar H-2
POTONGAN LIFT
e e ———Tombol lantai
- %1020 30 dengan angka timbul
410500
10800
100 10120
i — 013010
O ®- Temibol kontrol darurat
-0 0
Alat komurikasi
= — . - dua arah untuk
E -E keadaan darurst
E - Tanda dibuat imbul
-
E §
5
v ¥ L Gamlmr H"j.
PANEL KONTROL LIFT
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100cm dari lantai

L ]

s = Alike urtuk komunikasi dua arah

Tanda dibuat timbul
— - Speaker

—. Tombeol pemanggil

PANEL KOMUNIKASI LIFT ¢

1020304050860
708050 O O O %U
000000

e

PANEL KONTROL UNTUK

LIFT PENGGUNA KURSI RODA ¢

Gambar H4.
PANEL KONTROL KOMUNIKASI LIFT

<> P>K

MEMBIUUKA PINTU MENUTUP PINTU
ALARM/PANGGILAN PENYETOP DARURAT
DARURAT

Gambar H-5.
STANDAR SIMBOL PANEL YANG

DIBUAT TIMBUL
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180cm dari lantai

80cm dan lantsi

| Direkomendasikan menggunakan
indikator dengan model yang

memakai cahaya/lampu
v _ Panggilan dengan suara untuk funa netra
| ke atas
il ke bawah
Min 6cm
INDIKATOR PANGGILAN ¢
@ — indikator erah yang dapat diabe
@ -Dw ekomendasikan perencansan
tombol yang setelsh ditekan tetap
' masuk dan menyaia
Min 2cm
TOMBOL PEMANGGIL ¢
Gambar H-6,
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Ruanp daiam min 140 cm

Ruanj dalam min 140cm

=

e — —— -

Bukaan bersih min 110 cm

103

Pegangan rambat pada
ketiga sisi ruang iR

Panel operasional lift

Indkator kefinggian
lgnial yang dapat dirabs

Gambar H-7.
DENAH RUANG LIFT



—

L4l min

3 Pegongon rombet podo
keligo sisi rvang i

} Panel konhiol i

Cambar H-8.
PERSPEKTTF LIFT

LIFT TANGGA (STAIRWAY LIFT) .
Catatan : Di Indonesia lift tangga jarang dipakai. Belum ada gambar.

TOILET ( KAMAR KECIL )

1. Esensi
Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua erang (tanpa terkecuali

penyvandang disabilitas, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau
fasilitas umum lainnya.

2. Persyaratan

a. Toilct atau kamar kecil urmum yang aksesibel harus dilengkapi dengan
tampilan rambu “penyandang disabilitas™ pada bagian luarmya.

b. Tolet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup
untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.

¢. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuzsi dengan ketinggian
pergguna kursi roda. (45-50 cm)

. Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan
rambat (handrail) vang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan
dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lain.
Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas
untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda,
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. Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (shower] dan

perlengkapan-perlengkapan seperti tempat sabun dan pengering
tangan harus dipasang sedermikian hingga mudah digunakan oleh
orang vyang memiliki  keterbatasan-keterbatasan fisik dan lIasa
dijangkau pengguna Kursi roda.

Kran pengungkit schaiknya dipasang pada wasialel.

Bahan dan penyelesaian lantal harus tidak licin.

. Pintu harus mudah dibuka untuk memudahkan pengguna kursi roda

untuk membuka dan menutup.
Kunci-kunci toilet atau grandel dipilih sedemilaan sehingga bisa

dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.

Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada dacrah pintu
masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombel pencahayaan darurat
(emergency light button) bila sewaktu-walttu terjadi listrik padam.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

Min 85 cm

Min 85 cm pintu
membuka ke dalam

Hud‘\g Bebas
160 x 160 em

Tombol Pencahafyaan

Gambar [I-1.
UKURAN SIRKULASI MASUK
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Flard 4 3 pirada b und ae
Fyunk e ki peverg
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ke npan, eIk s bbaan

a. PENDEKATAN DIAGONAL

P 106 o .I--IS*_:.

L]
Paraiapan phodal Cisw
g g e ekt booong un
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k. PENDEKATAN SAMPING

Gambar |-2

Pl al Rers rods
e AR pihan Eoer
b o

Temrgiatkan Dadlan  Joata
gl lezasban tom
Lurii taos

Gambar I-3

ANALISA RUANG GERAK RUANG
TOILET DENGAN PENDEKATAN

DIAGONAL DAN FENDEKATAN

1O

SAMPING



Min 160 cm
_ A6cm_ Min 114 cm
. 47cm

E’ -

L
3 46cm

= .
b=

. 5

O PRganQan KT §

=

= Kmn oon ﬁ

= B

L |

Gambar -4
RUANG GERAK DALAM TOILET

B0 em
E
:-n" " == e |
Pﬂgan:géﬂ; e o
Rambat
E
L= ]
g = :
e
S
=4
Gambar I-5.

PERLETAKAN URINER
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Gambar [-6
KRAN WUDLU
PENYANDANG DISABILITAS
K. PANCURAN
1. Esensi

Merupakan fasilitas mandi dengan pancuran [shower) yang bisa digunakan
oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda

2. Persyaratan

a. Bilik pancuran (showe cubicles) harus memiliki tempat duduk yang lebar
dengan ketinggian disesuaikan dengan cara-cara perilaku memindahkan
badan pengguna kursi roda.

b. Bilik pancuran harus memiliki pegangan rambat (handrail) pada posisi
yang memudahkan pengguna kursi roda bertumpu.

¢. Bilik pancuran dilengkapi dengan tombal alarm atau alat pemberi tanda
lain yang bisa dijangkau pada waktu keadaan darurat.

d. Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe vang bisa
dibuka dari luar pada kondisi darurat (emergency).
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Pintu bilik pancuran sebaiknya menggunakan pintu bukaan keluar.
Pegangan rambat dan setiap permukaan atau dinding vang berdekatan
dengannya harus bebas dari elemen-elemen vyang nuncing atau
membahayakan

g. Menggunakan kran dengan sistern pengungkit.

=0

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

Pacmaga e

a

it TopAn g
Liet bt

= :‘:--:uml Fa{jungan

b

-

:E;j =

A. TANPA TEMPAT DUDUK B. DENGAN TEMPAT DUDUK

GAMBAR K-1
POTONGAN BILIK PANCURAN

PegiEngn
mirtnt

GAMBAR K-2
BILIK PANCURAN DENGAN TEMPAT DUDUK
DAN BAK PENAMPUNG
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[ min 1720 em —-J

GAMBAR K-3
BILIK PANCURAN TANPA TEMPAT DUDUK

jmals 4 om
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_ Pagang : Peenngen
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g

Shower —_
Pegangan "u\
rambal \

Tombaol kontrgl ——
Bathtub —

BAK RENDAM DENGAN
DUDUKAN TAMBAHAN
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Altamatif tombol

Uingkaran putar kursi
rods 152 em

trok ‘celiing troley”

GAMBAR K-6
UKURAN BEBAS KURSI RODA

L. WASTAFEL
1. Esensi
Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok pigi yang bisa
digunakan untuk semua orang.

2. Persyaratan
a. Wastale! harus dipasang sedemikian sehingga tinggl permukaannya dan

lecbar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengzuna kursi roda dengan
baile.

b. Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.

c. Wastalel harus memiliki ruang gerak di bawahnya schingga tidak
menghalangl lntut dan kaki pengguna kursi roda.

d, Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi
roda.

e. Menggunakan kran dengan sistem pengunglat,
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Bsoe

mm &l cm
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min 120 nuang gerak behas
_disekitar wesiafel |
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mans

—7 . Hindan Bpi runcing atal
N alvasive
R'-.,‘ WVastalel diangkurkan
N ke dindig sekallgus

=
>
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g
o
E" sehagai pengaku

Penrukaan lantal

o
o
|

——————n
GAMBAR L-1
TIPIRAL PEMASANGAN WASTAFEL
JENis kran yang
dianjurkan adalah jenis
Vs tokar can engkol, bukan
ﬁ; K putsr vang licn

£
GAMBAR L-2
KETINGGIAN WASTAFEL
WASTAFEL
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GAMEBAR L-3
TIPE WASTAFEL DENGAN
PENUTUFP BAWAH
- A r
"‘-
i
N ——
e
Penempatan kran alternatif
di samping, memudahkan
dyangkau dari kursi roda
GAMBAR L-4
PERLETAKAN ERAN
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. 75 om

. Min. B ap J .
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C. RUANG BEBAS WASTAFEL

18
2558
> e Sl 2
7 18 E
o
=
—_— ==
;'I'I‘-*ﬂkﬁ‘ | mats
25 om ) l 2 0m |
5 maks G0 ¢m
A. RUANG BEBAS VERTIKAL B. RUANG BEBAS MENDATAR

GAMBAR L-5
RUANG BEBAS AREA WASTAFEL

117



M. TELEPON

1. Esensi Peralatan komunikasi yang disediakan untuk semua orang
yvang scdang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.

2. Persyaratan

a. Telepon umum disarankan menggunakan tombol tekan, harus terletak
pada lantal yang aksesibel bagi semiia orang termasuk penyandang
disabilitas, orang tua, orang saldt, balita dan ibu-ibu hamil.

b. Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telpon umum
sehingga memudahkan penyandang disabilitas untuk mendekati dan
menggunakan telpon.

¢, Ketinggian telepon dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang
telpon terhadap pengguna kursi roda 80-100 ¢m.

d. Bagi pengguna yvang memiliki pendengaran kurang, perlu disediakan alat
kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.

¢. Bagi tuna rungu sebaiknya disediakan "telepon text", khususnya untuk di
kantor pos, bangunan komersial, dan fasilitas publik lainnya.

[. DBagi tuna netra sebaiknya disediakan petunjuk telpen dalam huruf Braille
dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (talking sign) yang lerpasang
di dekat telpon umum.

g. Panjang kabel gagang telpon harus memungkinkan pengguna kursi roda
untuk menggunakan telpon dengan posist yang nyaman, dengan
Ketinggian £ 75 cm.

h. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan
gerak pengguna dan site yang tersedia.

- Ruang untuk lutut

-“l.'_" T - T i
£ =
= g
‘\.'._ —y

'l.r_

l Lzu&m | maksT00en

GAMBAR M-1
GAGANG TELEPON DIATAS
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maks 120 cm

maks 80 em

)

min 80 em |,

T —

/

GAMBAR M-2
TELEFPON FADA DINDING

min 80 om

GAMBAR M.3
TELEPON DALAM BILIK
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N. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL
1. Esensi :

Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa
mempermudahl semus orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang
tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan
tertentul, seperti sistem alarim, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.

2, Persyaratan-persyaratan
a. Sistem alarm/ peringatan

1. Harus tersedia peralatan peringatan yang terdiri dari sislem peringatan
suara (vocal alarms), sistem peringatan bergetar vibrating alarms) dan
berbagai petunjuk serta penandaan untuk melarikan din pada situasi
darurat .

1. Stop kontak harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah
pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (vibrating
devices) di bawah bantal.

u. Semua pengontrol peralatan listrik harus dapat dioperasikan dengan
satu tangan dan tidak memerlukan pegangan yang sangat kencang
atau sampal dengan memutar lengan.

b. Tombol dan stop kontak
Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat vang posisi dan tingginya
sesuail dan mudah dijangkau oleh penvandang disabilitas,

Ll

maks 1°‘0cm
miaks 120 om

GAMBAR N-1
PERLETAKAN PINTU DAN JENDELA
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GAMBAR W 2

PERIETAKAN ALAT LISTRIK
Tl Farnls i 4y
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SAMEAR N-3

PER{ ETARAN PERALATAN TOILET
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GAMBAR N-4
PERLETAKAN PERALATAN ELEETRONIK PENUNJANG
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GAMBAR N-5

PERLETAKAN PERALATAN PENUNJANG LAIN
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1 ~ Lampu indikator untuk orang yang
\_/ penglihatannya kurang sempuma

Saklar diusahakan
cukup besar supaya
mudah dalam
pengoperasian

Saklar yang

dioperasikan dengan

kaki untuk orang yang
disabilitas bagian tangan

Apabila diletakkan
bersama dengan

__ colexan (stop -
kontak sak'ar selalu
berada paling ujung
akhir

Gambar N-6
ALTERNATIF PERALATAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
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0. PERABOT
1. Egensi

Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furnmiture

harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi

penyandang disabilitas.

2. Persyaratan

a, Sebagian dari perabot yang tersedia dalam bangunan gedung harus dapat
digunakan oleh penvandang disabilitas, termasuk dalam keadaan darurat.

b. Dalam suatu bangunan yang digunakan oleh masvarakat banyak, seperti
bangunan pertemuan, konperensi pertunjukan dan kegiatan vang sejenis
maks jumlah tempat duduk aksesibel yang harus disediakan adalah:

KAPASITAS TOTAL TEMPAT JUMLAH TEMPAT DUDUK
DUDUK YANG AKSESIBEL
4-25 ]
26-50 2
51-300 i
301-500 5
>500 6,+1 untuk setiap ratusan

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

max. 120 om

}'LL

COUNTER UMUK

COUN TER ARSESIEEL
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Max. max.
20cm |, L 44em |

GAMBARO-1
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS

i I'U"Hu L

— —— — —— —— — — o —— T — — — —

1. MEJA BUJUR SANGKAR
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meXx.

,\, :l;,max. 200 cm

max. max.
20 cm g 44 cm b

GAMBARO-1
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS
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GAMBAR 0-2
PERABOT RUANG DUDUK
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D. POTONGAN B - B°

GAMEBAR 0-2
PERABOT RUANG DUDUK

mn 185 o

O L A ymnitiem }
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A. TEMPAT TIDUR TUNGGAL

mun 180 cm

B. TEMPAT TIDUR GANDA

mim 114 em

me 10 em
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C. POTONGAN A

C. POTONGAN B

o 1 10.C11

E. POTONGAN C

GAMBAR 0O-3
PERABOT RUANG TIDUR

129



maks 135 cm

=
2
Lo
od
2
5=
=

Catatan:

1. Pengguna kursi roda jangkauan
= menyamping maks, 135 ¢cm
& | 2. Pengguna Kursi roda jangkauan
s .8 ke depan maks. 120 cm
3 =
-3
gz &
5E8 S
a8 % 2
=88 = |
RIS SRR = &
GAMBAR 0-4
KOTAK OBAT-OBATAN

P. RAMBU dan MARKA
1. Esensi

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan
informasi, arah, penanda atau pestunjuk, lermasuk di dalamnya peranghkat
multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas,

2. Persyaratan

a. Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:
i. Arah dan tujuan jalur pedestrian;
i, KM/WC umum, telpon umun;
iii. Parkir khusus penyandang disabilitas,
iv. Nama fasilitas dan tempat;
v. Telepon dan ATM.
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b. Persyaratan Rambu yang digunakan:

L,
il.

1.
iv.

Vi,

vii.

Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna
netra dan penyandang disabilitas lain;

Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem
cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;

Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan
perkerasan tanah, warna kontras, dllj;

Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang
tidak silau. Karakier dan simbul harus kontras dengan latar
belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunvai rasio
lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5
dan 1:10;

Tinggl karakier huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai
dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca,

¢. Jenis-jenis Rambu dan Marka
Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain;

il

ii.

iii,

iv.

V.

Alarm Lampu Darurat Tuna Rungu

Diletakkan pada dinding diatas pintu dan hif.

Audio Untuk Tuna Rungu

Diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan
pertemuan, seminar, hioskop, dil.

Fasilitas Teletext Tunarungu

Diletakkan /digantung pada pusat informasi di ruang lobby.

Light Sign (papan informasi)

Diletakkan di -atas loket/informasi pada ruang lobby, ruang
loket /informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu
airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.

Fasilitas TV Text Bagi Tunarungu

Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby,
atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.

Fasilitas Bahasa Isyarat (sign language)

Diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang
menvediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

d. Lokasi penempatan rambu:

Il

1.
bt

W,

Penempatan yang sesuail dan tepat serta bebas pandang tanpa
penghalang,

Satu kesatuan sistem dengan lingkungannva,

Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada
kondisi gelap.

Tidak mengeanggu arus (pejalan kaki dil) dan sirkulasi (buka/tutup
pintu, dl).
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3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar

GAMBAR P-2 GAMBAR P-3
SIMBOL TUNA RUNGU SIMBOL TUNA DAKSA

GAMBAR P-1
SIMBOL AKSESIBILITAS

B O i

Gambar P-5 Gambar P-6
SIMBOL TUNA NETRA SIMBOL PROPORSI PENGGAMBARAN

) &

Gambar P-8
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SIMBOL TELEPON UNTUK SIMBOL RAMP

PENYANDANG DISABILITAS PENYANDANG DISABILITAS
— — N — ~
TITT
TIT
& EEEEE
1|
. A \ -
Gambar P-9 Gambar P-10
SIMBOL RAMP DUA ARAH SIMBOL TELEPON

UNTUK TUNA RUNGU

I teat_eﬂ

Gambar P-11
SIMBOL PENUNJUK ARAH

min %0 cm

Diletekkan pada dinding calas
pinbu & il

KUNING
(TIDAK NYAMAN)

BiRY
(BOM)

MERAH
IKEBAKARAN|

Gambar P-12
ALARM LAMPU DARURAT TUNA RUNGU
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Speaker

]

Diletzikan dinding Ulara - Bara! -
Timur - Selatan pada riuangan
khotbah, seminar, bicskop. dii

Volume

— Tambol Pemanggll

Gambar P-13
PELETAKAN RAMBU SESUAI JARAK DAN SUDUT PANDANG

£

"

—— pusat informasi
pada ruang lobby
Gambar P-14

FASILITAS TELETEXT TUNA RUNGU
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min

L dhem

in 12 , _
f L L #  Diletakan diatas lokel informas|

ruang lobby, ruang lokel/ informasi &
NAMA PASIEN diatas pintu keberangkatan pada
ay
DIFUNDA PUKUL 4360 ruang tunggu airport bandara,

stasiun KA, pelabuhan, terminal

Gambar P-15
LIGHT SIGN (PAPAN INFORMASI)

mir. 80 cm min. 60 cm

T Diletakan gantung

"qq_._
LIFT = ruang khotbah, se
TOILET 2 el bioskop, dll
TELETEXT = .
SIGN LANGUAGE £
LOBBY —

Gambar P-16
FASILITAS TV TEXT TUNA RUNGU

5 & )

Gambar P-17
PERLETAKAN RAMBU SESUAI
JARAK DAN SUDUT PANDANG
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KETENTUAN PENUTUP

Untuk tipe-tipe bangunan dengan
penggunaan tertentu, diwajibkarn
pula untuk memenuhi persyaratan
teknis tambahan dari ketentuan-
ketentuan seperti telah disebutkan
terdahulu, yaitu sebagai berikut:
1. JENIS BANGUNAN

KETENTUAN MINIMUM

Kantor Bank, kantor pos dan kantor
Jjasa pelayanan masvarakat vang
sejenis

Paling sedikit menyediakan satu
buah meja atau kantor pelayanan
yvang aksesibel

Toko dan bangunan bangunan
perdagangan jasa sejenis

Seluruh drea perdagangan harus
aksesibel

Hotel, penginapan dan bangunan
sejers

Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/
tidur dari setiap 200 kamar tamu
yang ada dan kelipatan darinya
harus aksesibel

Bangunan pertunjukan, bioskop,
stadion dan bangunan scjenis
dimana susunan tempat duduk
permsanen tersedia

Paling sedikit 2 (dua) ared untuk
kursi roda untuk sctiap 400 tempat
duduk yang ada dan kelipatannya
vane sebanding harus tersedia

Bangunan keagamaan

Seluruh area nntuk
persembahyangan harus akscsibel

Bangunan asrama dan sejenisnya

Paling sedildit 1(satu) kamar, yang
sebatknya terletak pada lantai
dasar, harus aksesibel

Restoran dan tempat makan diluar
ruangan

Paling sedikit 1(satu) meja untuk
setiap 10 meja makan yvang ada dan
kelipatannva, harus aksesibel

2. RUANG TERBUKA DAN
 PENGHIJAUAN

KETENTUAN MINIMUM

Ruang terbuka dan Penghijauan

» Menyediakan jalur pemandu
masuk dan keluar pada ruang
terbuka

= Menyediakan ram untuk masuk
dan keluar untuk pengguna
kursi roda

3. KETENTUAN PARKIR

Bangunan parkir dan 1empal parkir

Lot parkir yang aksesibel dapat

Parkir yang ada

umum lainnya dihitung sebagai berikut:
Lot parlar yang ada Lot parkir
Aksesibel
50 lol pertama 1 buah
50 lot berukitnyva 1 buah
Setiap 200 lot 1 buah
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4. KETENTUAN PARKIR

Bangunan = bangunan lain dimana | Tempat duduk untuk pengunjung
masyarakat umum berkumpul penyandang disabilitas atau orang
dalam jumilah besar seperti pusat yang tidak sanggup berdir dalam
perdagangan swalavan, deparfemen | waktu lama atau area untuk kursi
store, dan bangunan pertemuan roda harus tersedia secara memiadai

Ketentuan persyaratan pada Ruang Terbuka dan Penghijauan meliputi:

a. jalur pemandu disediakan menuiu kelengkapan clemen lanskap/perabot/street
furniture anfara lain;

I] peta situasi/rambu;

2) kamar kecil/toilet urnumn;

3) tangga;

4) ram,

5) tempar parkir,

6] tempat pemberhentian/halte bus.

b. jalur pemandu harus berdekatan dengan -
1) Kursi taman,
2) tempat sampal,

3) telepon umum.

c. perletakan perabot jalan istreet furniure) harusiah mudah dicapai oleh setiap
OIang

Untuk persyaratan teknis [asilitas dan aksesibilitas bangunan- ‘bangunan khusus
lainnya yang belum lercakup secara rinci dalam ketentuan ini maka penetapannya
secara objektil oleh instansi yang berwenang dapal dilakukan secara kasus demi
kasus.

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO
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